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MOTTO 

ً ا ي ى ى اۤ ىا ً اًٍ ٍ  اً ايَىٍراًى لَّكيمٍا ى ى يٰفيا ۖ  يٰ ى ػ  ى ا الًَّ ٍ  ىا يٰاى ػيٍ  ا يٍ  ػيٍ  ا ػى لَّ اًٍ ىااً يٌٰ اكىلَى
اتػىعًٍ ايٍ  ا اعى يٰىا ىلَلَّ ااً تػلٍَّ  يٰلۗ  ً عًٍ ايٍ  ۗ   ػىٍ وـ ا ى ػٍرىبي ً فلَّا ا يٌٰ ىاۗ  اكى تػلَّ ي  ا ا يٌٰ ىا ۖ اهي ى
اً ى اتػىعٍ ى يٍ فىا ً  ػٍره   ى

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai 

penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan 

adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. 

Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 

kerjakan.(Q.S. 5 [Al-Ma‟idah]: 8)
1
 

 

ااىكيمٍا اغى اًبى اكىً فٍايَّلٍَّ ياٍكيمٍافى ىٍ اذى ا الًَّ مٍا ػىٍ صيري يمٍاۚ  ً فٍا ػلٍَّ صيرٍ يميا ا يٌٰ يافىلَى
ً افػىٍ  ىتػى ى لَّلًا اٍ يؤٍاً ػيٍ فىاۗ  اٖ  اٍِّ ا ػىعًٍ ه اكىعى ىىا ا يٌٰ

Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat 

mengalahkanmu, tetapi jika Allah membiarkan kamu (tidak 

memberi pertolongan), maka siapa yang dapat menolongmu 

setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-

orang mukmin bertawakal. (Q.S. 3 [Ali „Imran]: 160)
2
 

  

                                                           
1
 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, Al-Qur‟an dan 

Terjemahnnya, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Edisi 

Penyempurnaan, 2019). 
2 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, Al-Qur‟an dan 

Terjemahnnya, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Edisi 

Penyempurnaan, 2019). 
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PERSEMBAHAN 

Puji syukur senantiasa hamba panjatkan kehadirat-Mu ya 

Allah, atas segala rahmat serta hidayah-Mu berupa kekuatan, 

kesabaran dalam menghadapi semau cobaan dan ujian, serta 

nikmat iman, islam dan sehat yang paling berharga dalam hidup 

penulis. Atas pertolongan-Mu, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Oleh karena itu, penulis 

ingin mempersembahkan skripsi ini kepada orang yang telah 

mendampingi penulis hingga akhir, diantaranya: 

1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak 

Khondori dan Ibu Zaro‟ah yang dalam memberikan 

dukungannya kepada penulis tidak pernah lelah dan terus 

menerus mendoakan penulis untuk keberhasilannya. 

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta‟ala selalu mencurahkan 

kasih sayang-Nya kepada beliau berdua. 

2. Kedua kakak tercinta, Rohmatul Wahidah dan Masyari 

Haqqur Riza yang telah memberi semangat serta selalu 

mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.  

Dengan pertolongan dari semua pihak yang ikut serta 

membantu baik berupa tenaga maupun pikiran yang akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan 

Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 

1988Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987. 

A. Konsonan Tunggal 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke 

dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

  Alif 
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ت

 Sa‟ Ṡ ث
Es (dengan 

titik di atas) 

 Jim J Je ج

 H Ḥ ح
Ha (dengan 

titik di bawah) 

 Kha‟ Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د
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 Zal Ż ذ
Zet (dengan 

titik di atas) 

 Ra‟ R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad Ṣ ص
Es (dengan 

titik di bawah) 

 Dad Ḍ ض
De (dengan 

titik di bawah) 

 Ta‟ Ṭ ط
Te (dengan 

titik di bawah) 

 Za‟ Ẓ ظ
Zet (dengan 

titik di bawah) 

 __„ Ain„ ع
Apostrof 

terbalik 

 Gain G Ge غ

 Fa‟ F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ
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 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Waw W We ك

 Ha‟ H Ha ق

  Hamzah __‟ Apostrof 

 Ya Y Ye م

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis 

Rangkap 

 Ditulis Muta‟addidah اتع دة

 Ditulis Iddah ع ة

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 
a. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حك ة
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 Ditulis Jizyah جز ة

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan 

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz 

aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta 

bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h 

 Ditulis  ر اةا لأكا   
Karamah al-

Auliya‟ 

c. Bila ta‟marbutah hidup maupun dengan harakat, 

fathah, kasrah, dan dammah ditulis r 

 Ditulis Zakat al-Fitr ز  ةا افطر

D. Vokal Pendek 

 َ  Fathah Ditulis A 

 ِ  Kasrah Ditulis I 

 ُ  Dammah Ditulis U 

E. Vokal Panjang 
Fathah + alif 

 ج ه  ة
Ditulis 

Ā 

Jāhiliyah 

Kasrah + ya‟ mati  Ditulis 
Ī 

Karīm 
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  ريم

Dammah + wawu 

mati 

 فركض
Ditulis 

Ū 

Furūd 

F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya‟ mati 

 Ditulis    كم
Ai 

Bainakum 

Fathah + wawu 

mati 

   ؿ
Ditulis 

Au 

Qaul 

G. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf qamariyah 

 Ditulis al-Qur‟an  ا رأف

 Ditulis al-Qiyas  ا   س

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan 

menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta 

menghilangkan huruf l (el)nya 

 ‟Ditulis as-Samā  ا    
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 Ditulis as-Syams  اش س

H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

 Ditulis Zawi al-Furūd ذكلا افركض

 Ditulis Ahl as-Sunnah  هلا ا  ة
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ABSTRAK 

Salah satu dari akibat hukum dari perkawinan adalah 

terciptanya harta benda perkawinan yang terbagi menjadi dua, 

yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bersama adalah harta 

benda yang diperoleh selama perkawinan baik itu diperoleh suami 

maupun istri. Tetapi jika perolehan harta benda tersebut 

dikarenakan oleh hadiah atau warisan maka penguasaan dari harta 

benda tersebut adalah milik masing-masing sepanjang para pihak 

tidak menentukan lain. Harta benda yang sudah menjadi harta 

bersama tidak boleh dialihkan selain dengan persetujuan dari 

kedua belah pihak baik peralihan harta benda tersebut melalui jual 

beli, hibah atau yang lainnya. Peraturan mengenai harta bersama 

salah satunya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 

Tahun 1974 Pasal 35, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Pasal 119, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85. Penelitian ini 

meneliti pada Putusan No. 1032/pdt.g/2019/PA.Kra yang inti 

perkara tersebut adalah Penggugat yang menuntut atas 

pembatalan Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang 

dilakukan oleh suami kepada Tergugat I yang merupakan anak 

biologis dari istri ketiganya tanpa persetujuan dari Penggugat 

yang merupakan istri keduanya.  

Rumusan masalah yang muncul dari permasalahan di atas 

adalah bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan No. 

1032/pdt.g/2019/PA.Kra yang mengesahkan hibah tanpa 

persetujuan isteri?. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum 

islam terhadap putusan No. 1032/pdt.g/2019/PA.Kra yang 

mengesahkan hibah tanpa persetujuan dari isteri?. 

Penelitian yang akan ditiliti oleh peneliti merupakan 

penelitian Kualitatif yaitu merupakan metode yang focus pada 

pengamatan yang mendalam. Metode yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah yuridis normative yaitu penelitian yang 

menganilis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum 

yang diputuskan oleh hakim melalui proses persidangan. Sifat 

penelitian ini yaitu deskriptif analitis.  
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Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa dalam suami yang 

sebagai pemberi hibah menghibahkan tanah beserta bangunan di 

atasnya kepada anak biologis dari istri ketiganya tanpa 

persetujuan dari istri kedua. Hibah tersebut dibuat oleh dan di 

hadapan oleh Notaries/PPAT Eka Budiyanta, SH. pada proses 

pelaksanaan hibah juga terdapat pemalsuan Akta Nikah seri MG 

No. 142/22/IV/200 yang digunakan dengan tujuan melengkapi 

sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus proses hibah. 

Tetapi pada alat-alat bukti autentik yang diajukan oleh Penggugat 

tidak ada satupun yang berupa Akta Hibah No. 162 tanggal 20 

April 2010 yang dibuat dan di hadapan oleh notaries/PPAT Eka 

Budiyanta, SH. sehingga pada hasil dari Pertimbangan Hakim 

memutuskan bahwa gugatan pembatalan hibah adalah ditolak. 

Dikarenakan Penggugat tersebut ternyata tidak mampu 

memuktikan postianya yang telah disampaikan dalam 

gugatannya, maka petitum Penggugat yang terkait dengan 

pembatalan hibah patut untuk ditolak.  

Kata Kunci: Hibah, Harta Bersama, Gugatan Pembatalan 

Hibah. 
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KATA PENGANTAR 

ً ا ارلٍَّ يًٰ ا ارلَّحًٍ ماً  ً ٍ مًا ا يٌٰ

ةًاٍ ً ٍ ى فًاكىٍ ً ٍ لَىاًـ كى يصى ِّيٍاكى ي ى ِّمياعى ىىا ىيًٍْا.ا اىٍٍ  ياًً ا الًَّ مٍاأى ػٍعى ى ى ا ًً عٍ ى
ا ى ًِّ  ى ا يى لَّ واكىعى ىىا ىاًً اكى ىٍ ً ً اأىٍ ىعًٍ ىاأىالَّ ا ػىعٍ يا  ٍ لأى ى ًـ

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta‟ala 

dengan segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dengan 

segala kekurangannya dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

dengan judul “Keabsahan Hibah Dalam Perkawinan Tanpa 

Persetujuan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar 

No. 1032/Pdt.G/2019/Pa.Kra)”. Tidak lupa pula sholawat serta 

salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad 

Sollallahu „Alaihi Wasallam yang telah membawakan syariat 

Allah Subhanahu Wa Ta‟ala kepada kita serta menjadi teladan 

yang baik (Uswatun Hasanah) bagi kita semua dalam 

menjalankan syariat-Nya. 

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan serta tiada kata 

yang pantas untuk diungkapkan kepada semua pihak yang turut 

berjasa dalam membantu proses pembuatan skripsi ini sampai 

selesai. Oleh karena itu penulis hanya dapat mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
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penulisan skripsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Harta bersama dalam perkawinan dapat berbentuk uang 

atau benda seperti tanah, kendaraan ataupun perhiasan. Untuk 

harta bersama dalam bentuk tanah hak kepemilikannya adalah 

dalam bentuk sertipikat hak yang tercatat baik atas nama salah 

satu pihak maupun keduanya. Hak atas tanah tersebut menjadi 

harta bersama ketika diperoleh selama perkawinan. Harta bersama 

dalam bentuk tanah tersebut dapat dialihkan kepemilikannya 

kepada pihak lain yaitu antara lain dengan jual-beli, penukaran, 

penghibahan atau pemberian dengan wasiat.
3
 Salah satu cara bagi 

seseorang mengalihkan haknya secara hukum adalah dengan cara 

dihibahkan kepada seseorang yang dikehendakinya dengan 

membuat akta hibah di depan notaris untuk barang-barang 

bergerak atau PPAT untuk barang-barang tidak bergerak pada 

umumnya. PPAT adalah pejabat umum yang diberikan 

kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai 

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah seperti yang 

telah tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah 

                                                           
3 Nida Gania and Widodo Suryandono, „Pembatalan Akta Hibah Atas 

Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri 

Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg‟, Notary, 2020, hlm 4. 



2 
 

 
 

Nomor 37 Tahun 1998 jo. Pasal 1 angka (24) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
4
 

Maka, pembuatan akta otentik yaitu akta hibah 

seharusnya dibuat dengan penuh tanggung jawab dan 

mengedapankan prinsip kehati-hatian oleh notaris atau Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut “PPAT”).
5
 Hal 

ini disebabkan dalam pembuatan akta yang dibuat oleh atau 

dihadapan Notaris/PPAT yang memiliki cacat hukum atau 

terdapat syarat kebatalan, akan merugikan para pihak dan dapat 

dimintakan pembatalan ke pengadilan. Terhadap akta hibah yang 

dibuat oleh PPAT sudah seharusnya memberikan perlindungan 

hukum bagi para pihak. Suatu perjanjian untuk melakukan hibah 

harus dilakukan sewaktu penghibah masih hidup.
6
 

Pelaksanaan atas pemberian hibah pada praktiknya dapat 

saja menimbulkan sengketa, terutama sengketa ketika 

pelaksanaan hibah dilaksanakan dalam perkawinan. Sehinga 

antara suami atau isteri memberikan hibah kepada orang lain 

tanpa persetujuan bersama. Padahal pada dasarnya harta bersama 

adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan 

                                                           
4 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP Nomor 37 Tahun 1998, LN Nomor 52 Tahun 

1998, TLN Nomor 3746, Ps. 1 angka 1. 
5 Aziz Fahri Nasution, Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Di 

Dasarkannn Kepada Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung No 

1681 K/Pdt.G/2015), Thesis, hlm 5. 
6 Israviza Notaria, dkk, “Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang  

Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi 

Legitieme Portie Berdasarkan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 

K/Pdt/2017”, Jurnal Notary Indonesia: Vol 02 No 03, hlm 362. 
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sebagaimana dikatakan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). 

Atas harta bersama, suami atau istri hanya dapat 

melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut dengan 

persetujuan dari pasangannya (Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan). 

Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan: 

“Mengenai harta bersama, suami atau isteri 

dapat bertindak atas persetujuan kedua belah 

pihak.” 

Dalam artian bahwa harta bersama yang dihibahkan tanpa 

persetujuan dari salah satu pihak yaitu suami atau isteri, maka 

hibah atas harta bersama tersebut adalah tidak sah dan salah satu 

pihak yang tidak dimintakan persetujuan tersebut dapat 

mengajukan pembatalan hibah kepada Pengadilan Agama. 

Cerminan dari gambaran permasalan di atas terdapat 

dalam Putusan No. 1032/pdt.g/2019/PA.Kra. Dalam putusan 

tersebut pengugat menuntut atas pembatalan akta hibah No. 162 

tanggal 20 April 2010 yang dilakukan oleh suami penggugat 

kepada tergugat 1 yang merupakan anak dari istri ketiganya. 

Menurutnya, hibah tersebut tidak sah karena dilakuka tanpa 

persetujuan penggugat yang secara hukum merupakan istri sah 

dari pemberi hibah. Akan tetapi hakim memutuskan untuk 

menolak gugatan tersebut karena menurutnya penggugat tidak 

dapat membuktikan gugatan pembatalan hibahnya “Menimbang, 

bahwa sebagaimana posita angka 10 yang merupakan inti pokok 

perkara yakni Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan
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dimohonkan sebagai hibah yang tidak sah dan batal demi hukum 

dan tertuang dengan jelas sebagaimana petitum angka 4 dan 5, 

namun ternyata diantara 9 macam bukti autentik yang 

disampaikan oleh penggugat tidakada satu pun bukti Akta Hibah 

No. 162 tanggal 20 April 2010 dimaksud yang menurut 

penggugat dibuat oleh dan dihadapan notaries / PPAT Eka 

Budiyanta, SH.” 

Maka perlu adanya sikap kritis terhadap putusan hakim di 

atas. Sebab terdapat permasalaan dalam putusan tersebut bahwa 

telah dilakukan pemberian hibah atas harta bersama yang pada 

proses pelakasanannya tidak ada persetujuan dari salah satu pihak 

yaitu pihak Penggugat/isteri dari pemberi hibah. Penulis tertarik 

untuk mengkaji putusan tersebut menggunakan analisis hukum 

positif dan hukum Islam. Hukum positif meliputi hukum materil 

dan formil. Sedagkan hukum Islam meliputi analisis hukum hibah 

yang dilakukan dalam masa perkawinan. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk 

mengambil judul penelitian “Keabsahan Hibah Dalam 

Perkawinan Tanpa Persetujuan Istri (Studi Putusan Pengadilan 

Agama Karanganyar No. 1032/Pdt.G/2019/Pa.Kra)” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka yang menjadi pokok 

permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan No 

1032/pdt.g/2019/PA.Kra yang mengesahkan hibah tanpa 

persetujuan dari salah satu isteri? 
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2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam 

terhadap Putusan No. 1032/pdt.g/2019/PA.Kra yang 

mengesahkan hibah tanpa persetujuan salah satu isteri? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

pembahasan ini akan diarahkan untuk: 

1. Untuk mengetahui seperti apa pertimbangan hakim pada 

Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No. 

1032/pdt.g/2019/PA.Kra yang mengesahkan hibah tanpa 

persetujuan isteri. 

2. Untuk mengetahui hubungan hukum postitif dan hukum 

Islam terhadap putusan No. 1032/pdt.g/2019/PA.Kra 

yang mengesahkan hibah tanpa persetujuan isteri. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Keilmuan: Untuk memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan terhadap pertimbangan hukum yang 

digunakan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama 

Karanganyar No. 1032/pdt.g/2019/PA.Kra yang 

mengesahkan hibah tanpa persetujuan isteri. 

2. Aspek Terapan: Sumbangan pemikiran terhadap kalangan 

ilmiah dan masyarakat umum agar dapat dijadikan 

rujukan sekaligus penelitian lanjutan. 

E. Telaah Pustaka 

Mengenani permasalahan hibah sebenarnya telah ada dari 

penelitian terdahulu yang membahasnya, dan ada beberapa skripsi 
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maupun jurnal yang judul atau materi pembahasannya hampis 

sama dengan penelitian saat ini. Diantaranya yaitu: 

1. Skripsi dari UIN Maulana Malik Ibrahim yang dibuat 

oleh Khaifatul Yudfia Khoir. Analisis Alasan Hakim 

Pengadilan Agama Gresik Tentang Pembatalan Hibah 

(Studi Kasus Putusan Nomor 851/Pdt. G/2020/Pa. Gs.) 

Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian 

ini yaitu ketika seorang anak yang belum cakap hukum 

atau masih dibawah umur mendapat barang atau harta 

hibah dari seseorang maka anak tersebut harus di 

wakilkan oleh walinya untuk menerima hibah tersebut. 

Akan tetapi wali tersebut tidak memiliki hak atas barang 

atau harta yang diberikan atau dihibahkan. Karena anak 

tersebut belum memenuhi persyarat untuk dapat 

melakukan perbuatan hukum. Wali atas anak yang masih 

dibawah umur atau belum cakap adalah orang tua, orang 

yang diberi kuasa untuk jadi wali oleh pengadilan. 

Berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam 

mengatur tentang penarikan hibah, dimana ‟hibah tidak 

dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada 

anaknya”.
7
 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan diteliti yaitu bahwa penelitian ini lebih focus 

pada boleh tidaknya pelaksanaan penarikan harta hibah 

yang telah dihibahkan, sedanagkan penelitian yang akan 

                                                           
7 Khoir, K. Y. Analisis Alasan Hakim Pengadilan Agama Gresik 

Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 851/Pdt. G/2020/Pa. 

Gs.) Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2021. 
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diteliti lebih berfokus pada hibah yang dilakukan tanpa 

persetujuan istri. 

2. Thesis dari Universitas Mataram oleh M Lalu. 

(2021). Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Dalam 

Pembatalan Hibah (Studi Kasus Pengadilan Agama Giri 

Menang Nomor: 539/pdt. G/2019/PA. GM) (Doctoral 

dissertation, Universitas Mataram). Hasil penelitian ini 

dapat penulis simpulkan yakni pada putusan Pengadilan 

Agama Giri Menang Nomor 539/pdt.G/2019/PA.GM 

tentang pembatalan hibah ini telah ditemukan fakta 

hukum bahwa objek sengketa tanah hibah tersebut adalah 

merupakan harta Bersama yang diperoleh dari Penggugat 

secara mutlak karena telah dibuktikan saat persidangan 

berlangsung. Sehingga Majelis hakim dalam amarnya 

menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, 

termasuk membatalkan hibah dari Penggugat terhadap 

Tergugat dengan beberapa dasar pertimbangan yakni 

pasal 210 ayat (1) pasal 212 dan Pasal 213 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Pertama, hadist Rasulullah yaitu 

“orang tua boleh menarik kembali harta yang 

dihibahkannya”, juga terdapat didalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 212, “Hibah tidak dapat ditarik kembali, 

kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” Kedua, hibah 

dapat dibatalkan Sebagian yang melebihi dari 1/3 

(sepertiga) harta ahli waris. ketiga, bahwa penarikan atau 

pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya 

dikarenakan sang anak dirasa telah melakukan kesalahan 

(menyakiti dan melukai perasaan dan tidak sopan kepada 
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orang tuanya), dan hal inilah yang mengakibatkan hibah 

itu bisa ditarik kembali atau dibatalkan.
8
 Pembahasan 

yang menjadi pembeda penelitian ini yaitu bahwa focus 

penelitian ini adalah pembatalah hibah yang dilakukan 

orang tua kepada anaknya. 

3. Skripsi dari Universitas Sumatera Utara yang disusun 

oleh Alfian, F. (2020). Analisis Tentang Pembatalan 

Hibah yang Sudah Diberikan Menurut KUHPerdata 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 

112/Pdt. G/2014/pn/Jmr). Hasil penelitian diketahui 

bahwa dalam pembatalan hibah putusan pengadilan 

nomor: 112/Pdt.G/2014/PN/Jmr, tidak diterima karena 

sipenerima tidak termasuk 1 dalam 3 hal yang dapat 

membatalkan hibah tersebut seperti pada pasal 1688 

KUHPerdata. Gugatan tidak beralasan hukum dan tidak 

memenuhi syarat-syarat dalam pembatalan hibah. Jadi, 

apabila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil 

gugatannya maka, akibat hukum yang harus 

ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil 

gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. 

Tidak telitinya PPAT dan sipemberi terhadap pembuatan 

akta hibah menyebabkan sipemberi tidak dapat menarik 

kembali hibah yang telah diberikannya kepada sipenerima 

hibah karena syarat-syarat penghibahan tersebut tidak 

dicantumkan di akta hibah nomor: 467/1996 tertanggl 13 

                                                           
8 Lalu, M. (2021). Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Dalam 

Pembatalan Hibah (Studi Kasus Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 

539/Pdt. G/2019/Pa. Gm) (Doctoral Dissertation, Universitas Mataram). 
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mei 1996.
9
 Titik focus dalam penelitian ini yang menjadi 

perbedaannya yaitu bahwa hibah tidak bisa dibatalkan 

meskipun hibah tersebut dilakukan karena kelalaian dari 

sipemberi hibah.  

4. Saipe, L. A., Abbas, I., & Zainuddin, Z. (2021). 

Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Studi Kasus 

Perkara Nomor 245/Pdt. G/2009/PA Lbt. Journal of Lex 

Generalis (JLG), 2(3). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa majelis hakim memutus perkara hibah tersebut 

mendasarkan alasan putusannya bahwa pembatalan 

hibah dikarenakan Pertama, penerima hibah telah 

melakukan percobaan pembunuhan kepada si pemberi 

hibah dengan cara menabrak pemberi hibah dengan 

motor akan tetapi tidak berhasil karena dicegah oleh 

kakak-kakak si penerima hibah. Kedua, belum ada 

penyerahan objek. Ketiga, tidak membalas atau tidak 

memberi imbalan atas hibah yang diberikan. Faktor-

faktor yang membatalkan hibah pada perkara nomor 

245/PDT.G/2009/PA.Lbt yaitu pada Pasal 1688 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan 

Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.
10

 Titik permasalahan 

dari penelitian ini adalah bahwa hibah yang dibatalkan 

                                                           
9 Alfian, F. (2020). Analisis Tentang Pembatalan Hibah yang Sudah 

Diberikan Menurut KUHPerdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember 

Nomor: 112/Pdt. G/2014/pn/Jmr). 
10 Saipe, L. A., Abbas, I., & Zainuddin, Z. (2021). Pembatalan Hibah 

Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata: 

Studi Kasus Perkara Nomor 245/Pdt. G/2009/PA Lbt. Journal of Lex Generalis 

(JLG), 2(3), 1031-1046. 
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karena adanya usaha pembunuhan dari penerima hibah 

kepada sipemberi hibah. 

5. Putri, A. D., Darmawan, D., & Mansur, T. M. (2019). 

Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin 

Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Syiah Kuala 

Law Journal, 3(1). Tujuan penulis jurnal dalam jurnal ini 

adalah untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum 

dari peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin dari 

salah satu pihak. Metode Penelitian yang digunakan 

adalah penelitian hukum yuridis normatif dan hasil dari 

penelitian ini yaitu ketiadaan persetujuan baik suami atau 

isteri memberi akibat hukum bahwa peralihan harta 

bersama tersebut menjadi batal demi hukum.
11

 

Perbandingan jurnal ini dengan penelitian yang akan 

diteliti yaitu bahwa penelitian ini berfokus pada untuk 

mengetahui perbandingan ketentuan peralihan harta 

bersama suami isteri berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 

dan KHI serta untuk menjelaskan akibat hukumnya 

menghibahkan harta bersama tanpa persetujuan dari salah 

satu pihak, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis saat 

ini adalah berfokus dalam penyelesaian dan akibat 

hukumnya hibah atas harta bersama tanpa izin isteri. 

                                                           
11 Putri, A. D., Darmawan, D., & Mansur, T. M., Peralihan Harta 

Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Syiah Kuala Law 

Journal, 3(1), 2019). 
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6. Amri, A. (2022). Hukum Terhadap Hibah Harta Bersama 

Kepada Anak Hasil Nikah Siri. El-Hadhanah: Indonesian 

Journal Of Family Law And Islamic Law, 2(1), 56-76.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan dalam fikih 

terhadap hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri 

adalah sah apabila ada izin daripada kedua belah pihak 

yang memiliki harta bersama tersebut. Apabila hibah 

harta bersama diberikan kepada anak hasil nikah siri 

tanpa ada izin dari salah satu pihak penghibah maka 

hibah itu tidak sah, karena syarat harta yang dihibahkan 

harus mil kultam yaitu harta milik sendiri tidak boleh 

menghibahkan harta orang lain. Majelis hakim 

Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh menolak gugatan 

penggugat terhadap pembatalan hibah harta bersama 

kepada anak hasil nikah siri dalam putusan nomor 

283/Pdt.G/2019/Ms.Bna adalah karena dalam perkara 

tersebut mengandung cacat formil yang mana penggugat 

mendudukan anak dibawah umur kedalam tergugat III, 

anak dibawah umur tidak memiliki legal standing sebagai 

pihak berperkara yaitu tidak memiliki kedudukan 

hukum.
12

 Perbandingan penelitian jurnal ini dengan 

penelitian yang akan diteliti penulis saat ini yaitu 

penolakan pada hakim pada putusan pembatalan hibah 

yang terdapat pada putusan yang diteliti jurnal ini adalah 

cacat formil yang melibatkan Tergugat yang masih 

                                                           
12 Amri, A., Hukum Terhadap Hibah Harta Bersama Kepada Anak 

Hasil Nikah Siri, (El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic 

Law, 2(1), 2022). 
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dibawah umur sebagai Tergugat III sedangkan dalam 

putusan yang akan diteliti penulis saat ini adalah 

keputusan hakim yang menyatakan sahnya hibah 

dikarenakan kurang bukti yang diberikan oleh Penggugat. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan penelitian yang dipakai 

adalah pendekatan doctrinal terhadap hukum. 

Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa 

hukum dapat dipandang sebagai seperangkat 

peraturan perundang-undangan yang tersusun secara 

sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu. tata 

urutan tersebut harus memiliki ciri khas, yaitu 

adanya harmonisasi atau sinkronisasi, baik 

sinkronisasi vertical maupun sinkronisasi 

horizontal.
13

 

Sesuai dengan pokok masalah, pendekatan 

penelitian ini termasuk kategori yuridis normatif 

atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang 

tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan 

oleh hakim melalui proses pengadilan.
14

 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian yang digunakan dalam 

                                                           
13 Ronny HanitijoS., Metodologi Penelitian dan Yurimetri (Semarang: 

Ghalia Indonesia, 1990), hlm 15-20. 
14 Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan 

Perbandingan Hukum,Makalah Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 

2003, hal.1   
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penelitian ini adalah deskriptif analitis maksudnya 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi 

yang merupakan kondisi nyata mengenai 

keterlaksanaan rencana yang memerlukan evaluasi. 

Dengan kata lain penelitian deskriftif pada umumnya 

dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari sebuah 

program kebijakan yaitu, mengetahui hasil akhir dari 

adanya kebijakan , dalam rangka menentukan 

rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada 

tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan 

selanjutnya.
15

 Analitis maksudnya adalah 

mengungkapkan karakteristik objek dengan cara 

menguraikan dan menafsirkan fakta-fakta tentang 

pokok-pokok persoalan yang diteliti.  

3. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bahan hukum sekunder, yaitu data yang 

diperoleh secara tidak langsung dalam artian bahwa 

data sekunder ini diperolehberdasarkan studi 

kepustakaan dan studi dokumentasi yang 

berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang 

di teliti. Sedangkan data sekunder ini terdiri dari 

sumber data primer, sekunder, dan tersier. 

a. Sumber data primer, menurut Peter Mahmud 

Marzuki, bahan hukum primer merupakan 

                                                           
15 Hardijjan Rusli, Metode Penelitian Hukum Normatif, VolumeV No. 

3 Tahun 2006, hal. 50. 
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bahan hukum yangbersifat autoritatif yang 

berarti mempunyai otoritas.
16

 Dalam 

penelitian ini sumber data primer berupa 

Putusan No. 1032/Pdt.G/2019/PA.Kra, UU 

No 1 Tahun 1974, KHI, dan KUHPerdata. 

b. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum 

yang dapat membantu menganalisa dan 

memahami bahan hukum primer.
17

 Sumber 

data sekunder dalam penelitian ini berupa 

jurnal dan buku.  

c. Sumber data tersier, yaitu bahan-bahan 

hukum yang menjelaskan bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder.
18

 

Sumber data tersier yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa kamus hukum dan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dari penelitian kepustakaan (library 

research)
19

 yaitu penelitian yang dilakukan melalui 

tinjauan kepustakaan atau data sekunder yang 

meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier 

disusun dan diteliti yang kemudian diambil 

                                                           
16 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet. 5, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 42-43. 
17 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, hlm 42-43. 
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 

2005), hal 141. 
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif 

Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.201. 
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kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan 

penelitian (Skripsi).  

Pada penelitian kali ini penulis 

mengumpulkan terlebih dahulu data-data yang 

berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti. Data-

data tersebutdapat berupa teori-teori dalam hukum 

positif maupun dalam hukum Islam. Kemudian 

dengan data-data tersebut dihubungkan dengan yang 

akan diteliti tersebut.   

5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah suatu hal yang sangat 

penting dalam suatu penelitian dalam rangka 

memberi jawaban terhadap masalah yang diteliti. 

Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu 

diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua 

data yang ada untuk mengetahui validitasnya.
20

 

Dalam penelitian ini, semua data yang 

diperoleh dikelompokkan sesuai dengan penelitian 

dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu 

diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku untuk melihat 

kecenderungan yang ada. Analisa data yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan dilakukan 

secara deduktif yang dimaksudnya adalah menarik 

kesimpulan berupa prinsip, atau sikap yang berlaku 

khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat 

                                                           
20 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Rineka 

Cipta,1996), hal.68   
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umum, sehingga diharapkan akan memberikan solusi 

dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian 

yang berfokus pada persoalan persengketaan hibah 

pada putusan No. 1032/pdt.g/2019/PA.Kra dan 

dianalisis menggunakan Undang-undang yang 

berlaku dan menggunakan Hukum Islam.
21

  

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan Yang Berisikan Tentang 

Penjelasan: Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah 

Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.  

BAB II : Memuat tentang Landasan Teori. 

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini ada , 

yaitu 1. Tinjauan Umum Harta Bersama, 2. Tinjauan 

Umum Hibah, 3. Hukum Positif, 4. Hukum Islam. 

BAB III : Putusan No 1032/Pdt.G/2019/Pa.Kra 

yang mengesahkan hibah tanpa persetujuan isteri. 

BAB IV : Analisis pertimbangan hakim pada 

putusan No 1032/Pdt.G/2019/Pa.Kra. 

BABV : Penutup, merupakan bab akhir dari 

penelitian ini, yang meliputi : Kesimpulan dan Saran.  

                                                           
21 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Hukum Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya,2004) hal. 103.  
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BAB II 

HARTA BERSAMA, HIBAH, HUKUM POSITIF DAN 

HUKUM ISLAM 

A. Tinjauan Umum Harta Bersama 

1. Pengertian Harta Bersama 

a. Harta Bersama Menurut Undang-undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

Harta bersama diatur dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dalam Pasal 35, yang menyebutkan bahwa:  

1. Harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan antara suami isteri menjadi 

harta bersama.  

2. Harta bawaan dari masing-masing suami 

dan isteri dan harta benda yang diperoleh 

masing-masing sebagai hadiah atau 

warisan, adalah dibawah penguasaan 

masing-masing sepanjang para pihak 

tidak menentukan lain. 

Mengenai harta bersama pada Pasal 36, 

suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan 

kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan 

masing-masing suami dan istri mempunyai hak 
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sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum 

mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus 

karena perceraian, harta bersama diatur menurut 

hukumnya masing-masing. Yang dimaksud 

dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum 

agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.
22

 

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan bahwa 

harta benda yang diperoleh selama perkawinan 

adalah harta bersama, ini berarti bahwa harta 

bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya 

perkawinan atau sejak akad nikah dilangsungkan 

sampai perkawinan itu putus baik putus karena 

kematian atau perceraian. Ketentuan tentang 

suatu barang atau benda termasuk harta bersama 

atau tidak ditentukan oleh faktor selama 

perkawinan antara suami dan istri berlangsung, 

semua barang atau harta yang diperoleh selama 

perkawinan berlangsung menjadi harta bersama 

kecuali harta yang didapatkan oleh masing-

masing suami istri berupa warisan, wasiat dan 

hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta 

pribadi yang menerimanya.  

                                                           
22 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, menurut 

Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan 1 (Bandung, Mandar 

Maju, 1990) hlm 123 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami 

ataupun istri dapat bertindak terhadap harta benda 

milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua 

belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu 

pihak, baik suami atau istri tidak setuju dengan 

suatu tindakan terhadap harta bersama, maka 

tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak 

dapat dilakukan. Hal ini berarti bahwa 

persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan 

istri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu 

tindakan terhadap harta benda milik bersama. 

Keadaan harta milik bersama yang demikian itu 

dapat dijadikan sebagai barang jaminan(agunan) 

oleh suami atau istri atas persetujuan pihak 

lainnya. Persetujuan tersebut tidak harus 

dinyatakan dengan tegas, tapi dapat saja diberikan 

secara diam-diam. 

b. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam  

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Indonesia, pengertian harta bersama sejalan 

dengan pengertian harta bersama dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu 

harta benda yang diperoleh suami istri selama 

berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 85 KHI 

disebutkan adanya harta bersama dalam 

perkawinan itu tidak menutup kemungkinan 
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adanya harta milik masing-masing suami istri, 

bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa 

pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta 

bersama dan istri karena perkawinan. 

Adapun pengaturan harta bersama diatur 

dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai 

dengan pasal 97. 

Peraturan yang paling baru berkenaan 

harta bersama ada dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) secara singkat dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

Pasal 85 menjelaskan bahwa ketika 

adanya harta bersama tidak menghilangkan 

kemungkinan adanya harta yang dimiliki masing-

masing suami-isteri. 

Pasal 86 menjelaskan bahwa tidak ada 

penggabungan harta yang dimiliki masing-masing 

suami isteri karena perkawinan. Maka harta yang 

dimiliki suami sebelum perkawinan akan menjadi 

milik suami pribadi dan dikuasai penuh olehnya, 

begitujuga sebaliknya. 

Pasal 87 menjelaskan bahwa harta yang 

dimiliki sebelum perkawinan dan setelah 

perkawinan yang berupa hibah, hadiah, shodaqah, 

atau lainnya adalah di bawah penguasaan masing-
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masing suami isteri dan mempunyai hak untuk 

melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut.  

Pasal 88 menjelaskan bahwa jika ada 

sengketa masalah harta bersama maka 

penyelesaiannya dapat diajukan kepada 

Pengadilan Agama. 

Pasal 91 menjelaskan bahwa harta 

bersama bisa berupa benda berwujud maupun 

tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa 

benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-

surat berharga. Sedangkan benda yang tidak 

berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. 

Bahwa harta bersama tersebut dapat dijadikan 

jaminan oleh salah satu pihak dengan persetujuan 

pihak lainnya.  

Pasal 92 menjelaskan bahwa ketika tidak 

adanya persetujuan dari salah satu pihak maka 

harta bersama tersebut tidak diperbolehkan dijual 

atau dipindah-pindahkan.  

Sedangkan mengenai penggunaan harta 

bersama diatur dalam Pasal 93-97 KHI yang isi-

isinya sebagai berikut: 

1. Pertanggung jawaban hutang suami isteri 

dibebankan kepada harta masing-masing 

kecuali hutang yang dilakukan untuk 
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kepentingan keluarga maka menggunakan 

harta bersama, dan jika harta bersama 

tersebut tidak cukup maka dibebankan 

kepada suami dan bila masih tidak cukup 

maka dibebankan kepada harta isteri. 

2. Harta bersama dari pernikahan seorang 

suami yang memiliki lebih dari isteri satu, 

maka harta bersamanya dengan isteri-

isterinya terpisah dan berdiri sendiri. 

Kepemilikan hartabersama tersebut 

dihitung pada saat berlangsungnya akad 

pernikahan yang kedua, ketiga dan 

seterusnya. 

3. Salah satu pihak dari harta bersama dapat 

meminta Pengadilan Agama untuk 

meletakkan sita atau jaminan atas harta 

bersama tersebut tanpa disertai gugatan 

cerai apabila salah satu pihak melakukan 

perbuatan yang merugikan dan 

membahayakan harta bersama seperti 

judi, mabuk dan lainnya. 

4. Ketika terjadi cerai mati maka setengah 

dari harta bersama menjadi milik 

pasangan yang masih hidup. 

5. Ketika cerai hidup maka masing-masing 

janda atau duda memiliki hak separuhnya 

dari hartabersama selama tidak ada 
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ketentuan lain dalam perjanjian 

perkawinan. 

Harta bersama dalam hukum Islam pada 

dasarnya tidak disebutkan secara spesifik tentang 

istilah harta bersama dalam perkawinan, namun 

para pakar hukum Islam di Indonesia 

menganalogikan harta bersama dengan istilah 

syirkah. Istilah harta bersama berasal dari hukum 

adat pada masyarakat yang mengenal 

percampuran harta kekayaan dalam keluarga 

salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Harta 

bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan 

oleh pasangan suami istri selama meraka terikat 

dengan tali perkawinan. Maka dari itu istilah 

harta bersama dalam hukum Islam dikatakan 

sebagai perkongsian (syirkah). Para ahli Fiqih 

mendefinisikan sebagai akad yang antara dua 

orang yang berserikat dalam modal dan 

keuntungan adalah persekutuan (syirkah).
23

 Dasar 

hukum syirkah adalah salah satunya al-Qur‟an 

surat Shad ayat 24: 

ا اً لَلَّ ثً ػٍرن ااِّ ىا لٍْي ىطى اًۤ ااى ىٍ غًيٍا ػىعٍضي يمٍاعى يٰىا ػىعٍضو كىً فلَّا ى
ً اكى ىً ٍ لهاالَّ اهيماٍ ً  يٰ  ۗ   الًَّ ٍ  ىا يٰاى ػيٍ  اكىعىً  ي  ا اصيٌٰ

                                                           
23 Kholil Nawawi,Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan 

Perundang-undangan di Indonesia, Mizan: Journal of Islamic Law 1.1 (2018), 

hlm 6. 
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“…Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-

orang yang berserikat itu sebahagian mereka 

berbuat zalimmepadasebahagian yang lain, 

kecuali orang orang yang beriman dan 

mengerjakan amal yang salah; dan amat 

sedikitlah mereka ini…”(Surat Shad:24) 

Para Ulama‟ membagi untuk syirkah 

menjadi dua bagian, yaitu:  

1. syirkah al-amlak adalah ketika dua orang 

atau lebih memiliki harta bersama tanpa 

melalui akad.
24

 Syirkah ini dibagi menjadi 

dua yaitu: 

a. syirkah Ikhtiyar adalah perkongsian 

yang muncul akibat tindakan hukum 

orang yang berserikat seperti orang 

yang berserikat untuk membeli suatu 

barang. 

b. Syirkah Jabr adalah sesuatu yang 

telah ditetapkan untuk menjadi milik 

dua orang atau lebih tanpa kehendak 

dari mereka.
25

 

2. syirkah al‟uqud adalah kebalikan dari 

yang pertama, yaitu ketika dua orang atau 

lebih melakukan akad untuk bergabung 

                                                           
24 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 13 (Bandung: Pustaka Nasional, 

1988), hlm 175. 
25 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5 (Jakarta: PT. 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1711-1712. 
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dalam suatu kepentingan harta dan 

hasilnya berupa keuntungan.
26

 

a. Syirkah al-Inan, adalah perkongsian 

yang dilakukan antara dua orang 

atau lebih dalam modal (harta) 

dalam suatu jual beli yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih dan 

keuntungan dari perdagangan 

tersebut dibagi bersama. 

b. Syirkah al-Mufawwadah, adalah 

perserikatan anatara dua orang atau 

lebih dalam hal usaha yang dimana 

dua orang tersebut memberikan 

modal yang sama dan porsi kerja 

yang sama sehingga masing-masing 

orang dapat melakukan tindakan 

hukum atas nama orang-orang yang 

berserikat dan masing-masing 

mempunyai hak dan kewajiban yang 

sama.  

c. Syirkah al-Abdan al-Amal, adalah 

perserikatan dua orang atau lebih 

untuk menerima suatu pekerjaan 

dengan hasil atau upah dari 

pekerjaan tersebut dibagi sesuai 

kesepakatan keduanya. 

                                                           
26 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 13 (Bandung: Pustaka Nasional, 

1988), hlm 176. 
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d. Syirkah al-Wujuh, adalah 

perserikatan dua orang atau 

lebihyang keduanya tidakmemiliki 

modal yang kemudian mereka 

membeli suatu barang dengan cara 

kredit kemudian menjual barang 

tersebut secara kontan dan 

keutungannya dibagi bersama. 

e. Syirkah al-Mudarabah, perserikatan 

antara orang yang memiliki modal 

dengan seorang pekerja untuk 

mengelola modal tersebut dalam 

suatu usahakemudian keuntungan 

dibagi sesuai kesepakatan.
27

 

c. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata 

Di dalam KUH Perdata (BW), tentang 

Harta Bersama menurut Undang-Undang dan 

Pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, 

yang terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama 

tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang 

(Pasal 119-123), Bagian Kedua tentang 

Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125) dan 

Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan 

                                                           
27 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, hlm 176 
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Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri 

Padanya (Pasal 126-138).
28

 

Menurut KUH Perdata, Sejak saat 

dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum 

terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak 

suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan 

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian 

perkawinan. Harta bersama itu selama 

perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau 

dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-

istri (Pasal 119). Berkenaan dengan soal 

keuntungan, maka harta bersama itu meliputi 

barang-barang bergerak dan barang-barang tak 

bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada 

maupun yang akan ada, juga barang-barang yang 

mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila 

dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang 

menghibahkan menentukan kebalikannya dengan 

tegas (Pasal 120). 

Dalam Pasal 122 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek “semua 

penghasilan dan pendapatan, juga termasuk 

semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-

kerugian yang didapatkan selama terikat 

perkawinan maka menjadi keuntunga-keuntungan 

dan kerugigan-kerugian harta bersama itu. Segala 

                                                           
28 Ibid, hlm.122 
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utang dan rugi sepanjang perkawinan harus 

diperhitungkan atas mujur malang persatuan.  

Persatuan itu sepanjang perkawinan tak 

boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu 

persetujuan antara suami dan istri. Dengan 

demikian, di dalam pasal ini menunjukan bahwa 

sepanjang mengenai harta menjadi harta bersama 

atau harta campuran itu demi undang-undang 

menjadi hubungan bersama, atau apabila suami 

istri sebelum melangsungkan perkawinan 

mengadakan surat perjanjian di hadapan notaries 

mengenai hartanya, maka suami istri dapat 

menempuh penyimpangan. 

Dengan demikian jelas di sini bagi 

mereka yang tuduk kepada BW mengenai 

persatuan harta ini adalah bersifat memaksa, yang 

berarti setelah perkawinan dilangsungkan maka 

sepanjang yang menyangkut harta bersama tidak 

dapat diadakan perjanjian lain. Di sini harus dapat 

kita bedakan bukan berarti bahwa para pihak 

menjadi hak separo-separo atas harta bersama, 

apabila kemudian salah satu pihak meninggal 

dunia, apa yang kita kenal sebagai barang gono 

gini di dalam Hukum Adat. Ataupun 

percampuran harta ini akan lebih tepat kalau kita 

nyatakan, bahwa suami istri masing-masing 

mempunyai hak atas harta, namun bagi mereka 
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dapat tidak melakukan penguasaan (beschekking) 

atas bagian mereka masing-masing.
29

 

2. Macam-Macam Harta Bersama 

Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta 

bersama yang lazim dikenal di Indonesia antara lain :  

a) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh 

para pihak karena usaha mereka masing-masing, 

harta jerih ini adalah hak dan dikuasai masing-

masih pihak suami atau istri. 

b) Harta yang pada saat mereka menikah diberikan 

kepada kedua mempelai mungkin berupa modal 

usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat 

tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta 

tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga 

yang memberikan semula. 

c) Harta yang diperoleh selama perkawinan 

berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari 

orang tua mereka atau keluarga terdekat. 

d) Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam 

hubungan perkawinan berlangsung atau usaha 

mereka berdua atau salah seorang dari mereka 

                                                           
29 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Persfektif Hukum 

Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, (Jakarta, Sinar 

Grafika) hlm 26. 
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disebut juga harta mata pencaharian, dan harta 

jenis ini menjadi harta bersama.
30

 

B. Tinjauan Umum Hibah 

1. Pengertian Hibah 

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si 

penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan 

dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu 

benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima 

penyerahan itu.
31

 

Sebagai suatu perjanjian, hibah itu seketika 

mengikat dan tak dapat dicabut kembali begitu saja 

menurut kehendak satu pihak. Jadi berlainan sekali sifatnya 

dari suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu 

testament, yang baru memperoleh kekuatan mutlak, apabila 

orang yang memberikan benda sudah meninggal, dan 

sebelumnya ia selalu dapat menarik kembali. 

Hibah adalah pemberian suatu benda secara 

sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain 

yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah 

berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan 

tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-

                                                           
30 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, 

Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam, Cet. (Jakarta, 

Sinar Grafika, 2004) hlm 28. 
31 R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan ke-28 

(Jakarta: PT Pradnya Paramitha,1996), hlm. 436.   
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banyaknya sepertiga dari harta bendannya kepada orang 

lain atau pada suatu lembaga untuk dimiliki.
32

 

Hibah merupakan salah satu instrumen yang 

dibenarkan oleh islam dalam hal perpindahan kepemilikan 

harta. Melalui hibah seseorang dapat mendistribusikan 

hartanya kepada orang lain untuk dimiliki dan 

dimanfaatkan tanpa mengharapkan imbalan sama sekali 

melainkan hanya semata – mata mengharapkan Ridha 

Ilahi.
33

 Secara bahasa hibah berasal dari bahasa arab yakni 

hubuh al-rih, yaitu “perlewatannya untuk melewatkannya 

dari tangan kepada yang lain. Secara terminologi hibah 

adalah pemilikan yang munjis (selesai) dan mutlak pada 

sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun 

dari yang lebih tinggi.
34

 

Hibah dalam pengertian umum adalah shodaqoh 

dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan manusia 

dengan Tuhan) mempunya dimensi taqarrub artinya hibah 

dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang, 

semakin banyak berderma dan shodaqoh akan semakin 

memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketaqwaan.
35

 

                                                           
32 Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam: 

Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, 

Wakaf, dan Shodaqah, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 62   
33 Hifni Wifaqi, Hak Waris Anak Angkat Dalam Penerimaan Hibah 

(Studi Putusan Nomor. 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr), (Skripsi: UJ, 2015), hlm 10. 
34 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah.(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 

2007), hlm.209-210 
35 Chuzaimah T. Yanggo dan A Hafiz Ansshory, Problematika Hukum 

Islam III, (Jakarta: Pena Punli Aksara, 2001), hlm. 81. 
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Nasrun Haroen menjelaskan ulang mengenai arti 

hibah, menurutnya perumusan artian hibah ialah: 

تطََ  حً   الَ حَ ِ   حَ َ  ِ َ  ضٍ   ِ َ   التَّْ  ِ َ   ّ ِْ  ُ  َ ْ  دٌ 

"Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa 

adanya pengganti ketika masih hidup dan 

dilakukan secara sukarela”. Menurut Abd al-

Rahman al-Jaziri dalam kitab al-Fiqh „ala al-

Mazahid al-Arba‟ah.
36

 

Menurut para Imam Madzhab pengertiannya 

berbeda-beda, tetapi pada intinya semuanya sama. 

a. Menurut Madzhab Maliki, hibah sama dengan 

hadiah. Apabila niat si pemberi itu semata-mata 

untuk meminta ridlo Allah dan mengharapkan 

pahala-Nya, maka itu dinamakan sedekah.
37

 

b. Menurut Madzhab Hanafi, hibah adalah 

memberikan hak untuk memiliki suatu harta 

benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat 

imbalan ganti, pemberian tersebut dilakukan pada 

saat si pemberi hibah masih hidup dan benda 

yang dimiliki yang akan di hibah itu adalah sah 

milik si pemberi hibah. 

c. Menurut Madzhab Syafi‟I hibah mempunyai dua 

artian, yaitu: 

1. Artian umum, yaitu mencakup hadiah, hibah 

dan shadaqah 

2. Artian khusus, yaitu hanya tertentu pada 

hibahhh sendiri yang kemudian dinamakan 

                                                           
36 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2003), hlm 82. 
37 Abdurrahman Al-Jaziry, Fiqih Empat Madzhab, diterjemahkan oleh 

M. Zuhri, (Semarang: Asy-Sifa‟, tt), hlm 425. 
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hiabah zatil arkan (pemberian yang 

mempunyai rukun-rukun). 

Menurut Madzhab Syafi‟I ada perbedaan 

hibah dalam artian khusus dengan shadaqah dan 

hadiah. Apabila pemberian itu dimaksudkan 

untuk menghormati, memuliakan atau bukan 

karena dorongan cinta, tidak pula 

dimaksudkanuntuk memperoleh ridha Allah dan 

mendapatkan pahalanya,maka pemberian tersebut 

dinamakan hibah. Sedangkan jika pemberian 

tersebut dimaksudkan untuk menghormati, 

memuliakan kepada orang yang diberinya atau 

karena motivasi cinta maka pemberian tesebut 

dinamakan hadiah. Dan jika pemberian tersebut 

dimaksudkan untukmendapatkan ridha Allah dan 

memperoleh pahala atau karena menutup 

kebutuhan orang yang diberinya maka dinamakan 

shadaqah. Perbedaan yang lain menurut Madzhab 

Syafi‟I yaitu jika hibah maka diperlukan adanya 

ijab dan qabul, sedangkan hadiah dan shadaqah 

tidak perlu adanya ijab dan qabul.
38

 

d. Menurut Madzhab Hambali, hibah sebagai 

pemberian kepemilikan pada suatu harta yang 

diketahui ada atau tidak diketahui ada yang dapat 

diserahkan, hukumnya tidak wajib dan dilakukan 

ketika si pemberi hibah masih hidup dan dengan 

tanpa adanya ganti.
39

 

Definisi tersebut sama dengan definisi yang 

banyak disebut di dalam kitab-kitab fiqih tradisional yaitu 

                                                           
38 M. Idris Ramulyo, Perbandingan pelaksanaan Hukum Kewarisan 

Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW), hlm 145-146 
39 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 3, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 

hlm 523. 
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yang dimaksud dengan hibah adalah pemilikan sesuatu 

tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan 

jelas ketika si pemberi hibah masih hidup.
40

 

Hibah menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 

tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 

huruf G adalah pemberian suatu benda secara sukarela 

tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih 

hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur 

sekurang – kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak 

adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak – 

banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain 

atau kepada suatu lembaga untuk dimiliki. 

Dalam hal hibah, begitu pemilik harta 

memberikan hartanya kepada seseorang, saat itu juga sudah 

terjadi perpindahan hak kepemilikan terhadap harta 

tersebut.
41

 maka dari itu dapat disimpulkan bahwa unsur 

penting yang harus ada dalam hibah yaitu adanya kerelaan 

dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan 

dari pihak lain.  

Sedangkan definisi dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata bagian kedua tentang kecakapan untuk 

memberikan sesuatu sebagai hibah dan untuk menikmati 

keuntungan dari suatu hibah dimuat dalam beberapa pasal 

yang garis besar isinya sebagai berikut: 

1. Hibah yaitu perjanjian yang mana si penghibah di 

waktu hidupnya menyerahkansuatu benda dengan 

Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali dan 

si penerima hibahhyang menerima penyerahan itu 

(Pasal 1666) 

                                                           
40 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, 

cet 2 (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm 133. 
41 Bashori Subchan. Al Faraidh Hukum Waris. (Surabaya: Nusantara 

Publisher, 2009), hlm.13 
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2. Benda hibah adalah yang sudah ada, jika 

bendanya baru akan ada di kemudian hari maka 

hibah tersebut tidak batal (Pasal 1667) 

3. Pemberi hibah tidak diperbolehkan membuat 

perjanjian bahwa pemberi hibah masih bisa 

berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada 

orang lain suatu benda yang termasuk dalam 

hibah. Jika demekian itu terjadi maka hibahnya 

batal (Pasal 1668) 

4. Pemberi hibah dapat memperjanjikan bahwa ia 

masih bisa memiliki kenikmatan atau nikmat 

hasil benda hibah dan dapat juga memberikan 

kenikmatan tersebut kepada orang lain 

(Pasal1669) 

5. Hibah akan batal jika dalam hibah tersebut ada 

syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi 

hutang-hutang atau beban-beban yang lain (Pasal 

1670) 

6. Penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia akan 

tetap menguasai penggunaan sejumlah uang yang 

ada diantara barang yang dihibahkan. Tetapi jika 

ia meninggal sebelum menggunakan uang 

tersebut maka barangdan uang itu tetap menjadi 

milik penerima hibah (Pasal 1671) 

7. Penghibah diperbolehkan memberi syarat bahwa 

barang hibah akan kembali jika penerima hibah 

atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dulu 

dari pada penghibah (Pasal 1672) 

8. Akibat dari syarat mendapatkan kembali barang 

yang dihibahkan ialah bahwa ketika terjadi 

pemindahan barang-barang maka harus 

dibatalkan dan pengembalian barang itu ke 

penghibah harus bebas dari semua beban dan 

hipotek yang mungkin diletakkan pada barang itu 

sewaktu ada ditangan orang yang diberi hibah 

(Pasal 1673) 
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2. Objek Hibah 

Objek hibah adalah harta benda yang akan di 

hibahkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan 

secara detail mengenai jenis harta benda apa saja yang 

boleh dihibahkan. Dalam KHI Pasal 210 ayat (2) hanya 

menjelaskan bahwa harta benda yang dihibahkan haruslah 

merupakannhak dari penghibah. Mengenai harta yang akan 

dihibahkan atau objek hibah, disebutkan bahwa syarat yang 

menjadi objek hibah adalah: 

1. Benda yang benar-benar ada. 

2. Harta yang dinilai. 

3. Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya 

dimiliki, diterima peredarannya dan 

kepemilikannya dapat berpindah tangan.  

4. Tidak berhubungan dengan tempat milik 

penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan 

kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik 

baginya. 

5. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan 

untuk umum. Namun Imam Malik, Asy-Syaafi‟I, 

Ahmad, Abu Tsaur tidak mensyaratkan demikian, 

dan menurutnya hibah nutk umum yang tidak 

dibagi-bagi tidak sah.
42

 

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Pasal 1667 dijelaskan bahwa hibah hanyalah dapat berupa 

benda-benda yang sudah ada. Maka jika harta benda yang 

akan dihibahkan tersebut adalah benda yang baru akan ada 

di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya 

adalah batal. Tal tersebut berarti bahwa yang menjadi objek 

perjanjian hibah adalah segala macam harta yang dimiliki 

penghibah baik benda tersebut adalah berwujud maupun 

                                                           
42 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2014), hlm 129. 
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yang tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, 

juga termasuk segala macam piutang penghibah. 

3. Subjek Hibah 

Subjek hukum hibah adalah pembawa hak. Pada 

hibah, subjek hukum hibah yaitu para pihak yang turut 

serta dalam hibah yaitu adalah pemberi hibah dan penerima 

hibah. Pemberi hibah adalah orang berumur sekurang-

kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan. 

Sedangkan penerima hibah adalah yang bertindak sebagai 

penerima hibah dengan syarat bahwa yang menerima hibah 

tersebut harus benar-benar sudah ada, sehingga bayi dalam 

kandungan tidak diperkenan menerima hibah. Bahwa 

sebagai penerima hibah juga tidak disyaratkan harus sudah 

dewasa atau berakal sehat.
43

 

4. Rukun dan Syarat Hibah 

Hibah tidak hanya memiliki definisi saja, tetapi 

hibah juga memiliki rukun dan syarat untuk menjadi tolak 

ukur dalam pemberian hibah sah tidaknya hibah tersebut.  

Menurut Jumhur Ulama rukun hibah ada empat 

macam, yaitu :
44

 

1. Penghibah (wahib). Wahib adalah pemberi hibah, 

yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur 

ulama berpendapat, jika orang yang sakit 

memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka 

hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari 

hartapeninggalan.
45

 

                                                           
43 Ibid, hlm 130. 
44 Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Referensi 

lengkap Fikih Perbandingan Madzhab. (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2016), 

hlm. 617. 
45 Ibid, hlm 617. 
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2. Penerima Hibah (Mauhub Lah). Penerima hibah 

adalah seluruh manusia.Ulama sepakat bahwa 

seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh 

harta. 

3. Mauhub. Mauhub adalah barang yang 

dihibahkan. 

4. Ijab dan Qobul (Shighat). Shighat hibah adalah 

segala sesuatuyang dapat dikatakan ijab dan 

qobul, seperti dengan lafazh hibah, athiyah 

(pemberian), dan sebagainya.
46

 

Mengenai apa yang menjadi syarat – syarat, hibah 

itu menghendaki adanya pemberi hibah, orang yang diberi 

hibah dan sesuatu yang dihibahkan, juga dalam hal ini 

kalangan mazhab Syafi‟i menambahkan Shighat (Ijab-

Qobul) sebagai syarat sah hibah.  

Hibah mengharuskan adanya orang yang 

berhibah, orang yang diberi hibah, dan barang yang 

dihibahkan. Masing – masing memiliki syarat – syarat yang 

akan kita bahas berikut ini:
47

 

a. Syarat Orang yang Berhibah 

Orang yang berhibah disyaratkan untuk 

memenuhi hal – hal berikut ini:
48

 

1. Merupakan pemilik barang yang 

dihibahkan; 

2. Tidak dilarang untuk membelanjakan 

hartanya dengan salah satu dari sebab – 

sebab pelarangan; 

                                                           
46 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,2001), 

hlm. 244 
47 Sayyid Sabiq ,Fiqih Sunnah 5,terj. Mujahidin Muhayan.(Jakarta: 

PenaPundi Aksara,2013), hlm. 453 
48 Ibid, hlm 453 
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3. Memiliki kebebasan kehendak, karena 

hibah adalah akad dimana keridhaan 

adalah syarat keabsahannya. 

b. Syarat Orang yang Diberi Hibah 

Orang yang diberikan hibah disyaratkan 

benar – benar ada ketika hibah diberikan. Saat dia 

sama sekali tidak ada, atau baru dianggap ada, 

misalnya dia masih berbentuk janin, maka hibah 

tersebut tidak sah. 

Saat orang yang diberi hibah telah ada 

ketika hibah diberikan, tapi dia masih kecil atau 

gila, maka hibah diterima oleh walinya, orang 

yang diwasiati untuk mengurusinya, atau orang 

yang merawatnya, meskipun dia adalah orang 

asing.  

c. Syarat Barang yang Dihibahkan  

Berikut ini merupakan barang yang 

disyaratkan untuk dihibahkan:
49

 

a) Barangnya benar – benar ada; 

b) Merupakan harta yang memiliki nilai; 

c) Bisa dimiliki, artinya kepemilikan 

berlaku atau barang yang dihibahkan, dan 

kepemilikannya bisa dipindahkan dari 

satu tangan ke tangan yang lain. Karena 

itu, tidak sah menghibahkan air di 

suangai, ikan di laut, burung di udara, 

atau masjid dan musholla; 

d) Tidak menempel dengan harta orang yang 

berhibah secara tetap, seperti tanaman, 

pohon, dan bangunan tanpa tanah. Barang 

                                                           
49 Ibid, hlm 453. 
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yang dihibahkan harus bisa dipisahkan 

dan diserahkan agar bisa dimilikioleh 

orang yang diberi hibah; 

e) Merupakan milik pribadi. Artinya, barang 

yang dihibahkan bukanlah milik bersama. 

Sebagaimana dalam penggadaian, serah 

terima barang tersebut tidak sah kecuali 

jika ia adalah milik pribadi. Sementara 

itu, Malik, Syafi‟i, Ahmad, dan Abu 

Tsaur tidak mensyaratkan hal ini. Mereka 

berpendapat, barang milik bersama yang 

belum dibagi boleh dihibahkan. 

5. Hal yang dapat membatalkan hibah  

Menurut hukum Islam hibah yang sudah 

diberikan kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali. 

Seperti dalam riwayat Ibnu Abbas: 

ا ا ىا لَّ ياعى ػٍ ي ى ا ى ؿى ارىضًيى ا ىا لَّبِ ا  ىا  اع   ا:اكىعىٍ ا ًٍ ً اعى لَّ سو  ى ؿى
ٍ بًا ىً ي ي،اثُيلَّا ػىعي ديافِا ػىٍ ئًً اا)ك  ما ايتػلَّفىقهاا( ىاٍعى ئً يافِاهً ىتًً ا ى اٍكى

ااى ى ااىثىليا ىا لٍَّ ً ،ا ىالًَّ ما ػىعي ديافِاا):اعى ىٍ ً اكىفِاركًى  ىةوااًٍ  يخى رمًِّا اىٍ سى
ٍ بًا ػىرٍجً يافِا   ) ػىٍ ئً اً هً ىتًً ا ى اٍكى

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang yang 

menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang 

muntah kemudian menjilat kembali muntahannya." 

Muttafaq Alaihi. Dalam riwayat Bukhari: "Kami tidak 

mempunyai perumpamaan yang buruk, bagi orang yang 
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menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang 

muntah kemudian menjilat kembali muntahannya."
50

 

Terkait hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali 

hibah orang tua kepada anaknya seperti yang dijelaskan 

dalam Kompilasi Hukum Islam dalam sebuah hadis 

diriwayatkan oleh al-Ni‟man Ibn Basyir berkata: 

ان ا ا ٍ نًِاهى ى اغيلَى اً نٍِِّّانَىىٍ  ي ا ً ا  عمافػى ى ؿى ا ًً اري يٍ ؿى  ىفلَّا ى ى هيا ىتَى
الَىا انَىىٍ تى يااًثٍلىاهى ى افػى ى ؿى ا ً ا  عما ى يللَّاكىاىً ؾى اري يٍ ؿي  ى فىالٍِافػى ى ؿى

ا ً ا  عمافى رًٍ عٍ يا ارى يٍ ؿي  )رك هاا  م)فػى ى ؿى
“Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah SAW 

dan menyatakan: “Aku telah memberi anakku ini seorang 

bocah yang ada padaku”. Rasulullah SAW bertanya: 

“Apakah kepada seluruh anak-anakmu kamu memberinya 

seperti ini?” Ia menjawab: “Tidak”. Rasulullah bersabda 

lagi: “Tariklah kembali darinya.” (HR. Muslim).
51

 

Dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menegaskann, suatu penghibahan tidak dapat 

dicabut dan karena itu tidak pula dibatalkan, kecuali dalam 

hal-hal berikut: 

a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi 

oleh penerima hibah; 

b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan 

melakukan atau ikut melakkukan suatu usaha 

                                                           
50 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, No 599 
51 Muslim, Shahih Muslim, Juz 2, (Jakarta: Dar Ihya‟ al-Kutub al-

Arabiyah, tt.), hlm 8. 
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pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri 

penghibah; 

c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi 

hibah menolak untuk member nafkah kepadanya. 

Selain itu, hal yang dapat membatalkan hibah 

juga diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdata yang 

menyatakan, tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan 

dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaries, 

naskah aslinya harus disimpan pada notaries dan bila tidak 

dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah. Pasal 

1687 KUHPerdata: 

“Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang 

bergerak yang berwujud atau surat piutang yang 

akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta 

notaries dan adalah sah bila hadiah demikian 

diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi 

hibah sendiri atau kepada orang lain yang 

menerima hibah itu untuk diteruskan kepada 

yang diberi hibah”. 

C. Hukum Positif 

1. Pengertian Hukum Positif 

Hukum positif disebut biasa disebut dengan ius 

constitutum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum 

tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat 

secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui 
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pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.
52

 

Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagau 

macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari 

sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.  

2. Sumber Hukum Positif 

Sumber merupakan sebagai bahan yang digunakan 

sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. 

Menurut sudikno, kata sumber hukum sering digunakan 

dalam beberapa arti, yaitu:
53

  

a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang 

merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak 

tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagaiya 

b. Menunjukkan hukum terdahulu yang member 

bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, 

seperti hukum perancis, hukum romawi. 

c. Sebagai sumber berlakunya, yang member 

kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan 

hukum (penguasa, masyarakat) 

d. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal 

hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, 

batu tertulis,dan sebagainya 

e. Sebagai sumber hukum. Sumber yang 

menimbulkan aturan hukum 

                                                           
52 I. Gede Pantja, Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-

Undangan di Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2008),  hal 56.  
53 Budi Ruhiatudin, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Teras), 

2009,  hal 29-30. 
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Sumber hukum sendiri dibagi menjadi kedalam dua 

bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum 

materiil. Sumber hukum formil menjadi determain formil 

membentuk hukum (formele determinanten van de 

rechtsvorming), menentukan berlayaknya hukum. 

Sedangkan seumber hukum materiil yaitu membentuk 

hukum (materiele determinanten van de rechtsvorming), 

menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil 

adalah:  

a. Undang-undang 

b. Adat dan kebiasaan  

c. Traktak 

d. Yurisprudensi 

e. Doktrina   

D. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang 

bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hkum Islam 

mencerminkan konsep sangat berbeda jika dibandingkan 

dengan konsep hukum biasa. Seperti yang sudah lazim 

diartikan bahwa agama adalah suasana spiritual dan 

kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan 



45 
 

 
 

dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa 

hanya menyangkut permasalahan di dunia semata.
54

 

Menurut Joseph Schacht mengartikan Hukum 

Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur 

kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek 

menyangkut penyembahan dan ritual, politik, dan hukum.
55

 

2. Sumber Hukum Islam  

Sumber hukum Islam adalah dalil-dalil syari‟at 

yang dari dalil-dalil tersebut hukum syari‟at dapat digali. 

Salah satu sudut pandang pembagian sumber hukum Islam 

ini yaitu didasarkan kepada sudut pandang kesepakatan 

ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber 

hukum syari‟at. Pembagian ini terdapat tiga bagian yaitu: 

a. Sesuatu yang semua ulama telah sepakat dijadikan 

sebagai sumber hukum syari‟at yaitu al-Qur‟an dan 

sunnah. 

b. Sesuatu yang mayoritas ulama sepakat untuk 

dijadikan sumber hukum syari‟at yaitu ijma‟ dan 

qiyas. 

c. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama‟ 

bahkan mayoritasnya yaitu „urf, istishab, maslaha 

mursalah, syar‟u man qablana.  

                                                           
54 Mohammad Kamal Hasan, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, 

(Jakarta: P3M, 1979), hal 136. 
55 Nourzzamann Shiddiqi, Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), 

hal 603. 
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BAB III 

PUTUSAN NO. 1032/PDT.G/2019/PA.KRA YANG 

MENGESAHKAN HIBAH TANPA PERSETUJUAN 

ISTRI 

A. Profil Pengadilan Agama Karanganyar 

1. Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar 

Terbentuknya Pengadilan Agama 

Karanganyar berdasarkan atas Keputusan Menteri 

Agama Nomor 67 Tahun 1963 dan berlaku efektif 

menjalankan tugasnya sebagai mana Pendilan Agama 

pada umumnya sejak mulai dilantiknya Ketua 

Pengadilan Agama Karanganyar yang pertama pada 

tanggal 7 Maret 1964. 

Pada mulanya gedung perkantorannya 

berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain 

secara kontrak, tempat terakhirnya yaitu berada di 

Jalan Lawu Timur Nomor 137 KM 16,6 Rt. 03/13 

Tegalwinungan Kelurahan Tegalgede Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Sedangkan luas 

tanahnya 892 M
2
 dengan Nomor Sertifikat 44415382 

tanggal 4 Nopember 1980. Sedangkan luas gedungnya 

atau bangunannya seluas 600 M
2
 dibangun dengan 

DIP tahun 1979/1980 dan DIP tahun 1983/1984.  
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Ketua-ketua Pengadilan Agama Karanganyar 

dimulai sejak berdirinya samapi sekarang 

adalahsebagai berikut: 

1. K. Abdul Choir (sejak tahun 1964 – 1971) 

2. K. Mursyidi (sejak tahun 1971 – 1978) 

3. Drs. Muzamil, SH (sejak tahun 1978 – 1983) 

4. K. Suharso Mulyosuharso (sejak tahun 1983 – 

1984) 

5. Drs. H. Asjhuri (sejak tahun 1984 – 1988 

6. H. Much. Chajjun, BA (sejak tahun 1988 – 

1995) 

7. Drs. H. Moh. Bastoni, SH (Ymt) (sejak tahun 

1995 – 1996) 

8. Drs. H. Mawardi, SH (sejak tahun 1996 – 

2000) 

9. Drs. Fajar Gunawan, SH (sejak tahun 2000 – 

2003) 

10. Drs. Hj. Nurul Dzazimiyah (Ymt) (sejak bulan 

Juni 2003 - Agustus 2003) 

11. Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum (sejak tahun 

2003 - 2006) 

12. H. Humam Iskandar, SH (sejak tahun 2006 - 

Nopember 2009) 

13. Drs. H. Ahmad Aksin, SH, MH (tahun 2009 - 

2013) 

14. Drs. H. UU Abd. Haris, SH, MH (tahun 2013 - 

Maret 2018) 
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15. Drs. M. Danil, M.A (bulan Mei 2019 - 

Februari 2020) 

16. Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. (bulan 

Februari 2020 - Agustus 2020) 

17. Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I (bulan Agustus 2020 

- September 2022) 

18. Riana Ekawati, S.H., M.H. (bulan September 

2022 - Sekarang) 

2. Visi dan Misi 

Visi adalah gambaran besar, tujuan utama dan 

cita-cita suatu instansi di masa depan. Pengadilan 

Agama Karanganyar dalam menjalankan tugasnya 

mempunyai tujuan yang diharapkan untuk 

kedepannya. Visi dari Pengadilan Agama sendiri yaitu 

terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. 

Dari visi tersebut yang ingin dicapai adalah 

menjadikan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan 

dibawahnya sebagai lembaga peradilan yang 

dihormati, yang dikelola dan diawasi oleh hakim dan 

pegawai yang memiliki kemuliaan  kebesaran jiwa dan 

keluhuran moral dalam melaksanakan tugas pokoknya 

memutus perkara.
56

 

Sedangkan Misi adalah penjabaran atau 

langkah-langkah yang akan dilakukan instansi tersebut 

dalam mewujudkan atau mencapai tujuan atau visi 

                                                           
56 https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/visi-

misi-pengadilan, diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 23.14. 

https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan
https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan
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yang diharapakan. Misi dari Pengadilan Agama 

Karanganyar yaitu:  

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, 

biaya ringan dan transparan. 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur 

Peradilan dalam rangka peningkatan 

pelayanan pada masyarakat. 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan 

yang efektif dan efisien. 

4. Melaksanakan tertib administrasi dan 

manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan 

prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.
57

 

B. Deskripsi Perkara No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra 

Pengadilan Agama Karanganyar Tentang 

Pembatalan Hibah 

Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra adalah salah satu 

perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Karanganyar 

yang berkaitan dengan perkara hibah. Selama proses 

persidangan telah melewati beberapa tahapannya. Berikut 

merupakan gambaran dari alur persidangan tersebut:  

                                                           
57 https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/visi-

misi-pengadilan, diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 23.14. 

https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan
https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan
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Sebagaimana pada gambaran di atas bahwa alur 

persidangan telah tercantum pada Putusan No 

1032/pdt.g/2019/PA.Kra. Maka dapat dilihat bahwa Putusan 

tersebut  merupakan keputusan akhir. Keputusan akhir adalah 

putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik pada 

proses persidangan tersebut telah melalui semua tahapan 

pemeriksan maupun yang tidak atau belum melalui semua 

tahapan pemeriksaan. Jika dilihat alur persidangan yang telah 

digambarkakn di atas, bahwa Putusan No 

1032/pdt.g/2019/PA.Kra adalah keputusan akhir yang telah 

menempuh tahapan pemeriksaan akhir.  

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai apa saja 

yang terdapat pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra: 

1. Identitas Para Pihak 

a. Penggugat adalah orang-orang yang telah memenuhi 

asas personalitas keislaman yaman mana orang-orang 

tersbut beragama islam. Hal tersebut tercantum dalam 

"Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama”. Pada Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra 

dari pihak Penggugat adalah Istri kedua dari XXX alias 

H. Atmo XXX, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Duplik 
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pedagang, bertempat tinggal di Kab. Sukoharjo dan 

member kuasa kepada 1. Purwanto, SH. 2. Sutoyo, SH. 

3. Mochammad Mohani, SH. Dan 4. Arif Wicaksono, 

SH. Kesemuanya Advokat-Penasehat hukum pada 

Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “Purwanto, S.H 

& Rekan” beralamat di Jl. Larasati 35, Dawung Tengah, 

Serengan Kota Surakarta, sebagai Penggugat.  

b. Tergugat I adalah anak biologis dari XXX alias H. 

Atmo XXX dan Istri ketiganya dan lahir pada tanggal 

15 April 2002 di Karanganyar, beragama Islam, 

pekerjaan pelajar, pendidikan SLTA dan bertempat 

tinggal di Jumapolo, Kab. Karanganyar.  

c. Tergugat II yaitu adalah ibu dari Tergugat I yaitu Istri 

ketiga dari XXX alias H. Atmo XXX. Tempat tanggal 

lahirnya yaitu Sukoharjo 21 Nopember 1978, pekerjaan 

sebagai ibu rumah tangga, pendidikan SD, beralamat di 

Jumapolo, Kab. Karanganyar.  

d. Turut Tergugat I adalah anak dari Istri pertama XXX 

alias H. Atmo XXX, tempat tanggal lahirnya yaitu 

Karanganyar 12 Mei 1974, pekerjaan waswasta, 

pendidikan SMA, beralamat di Jumapolo, Kab. 

Karanganyar.  

e. Turut Tergugat II adalah Notaris yang mencatatkan akta 

hibah dari obyek sengketa pada putusan No. 

1032/Pdt.g/2019/PA.Kra, dahulu beralamat di 

Tasikmadu, Kab. Karanganyar yang sekarang tidak 

diketahui secara pasti keberadaannya di seluruh wilayah 

Republik Indonesia. Dalam putusan ini Para Tergugat 

dan Turut Tergugat 1 berdasarkan surat kuasa khusus 

tertanggal 12 Agustus 2019 memberi kuasa kepada : 

Slamet Riyadi, SH. Advokat dan Konsultan Hukum 

pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Slamet 

Riyadi, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Jati Rt. 06 

Rw. 04, Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo. 

2. Posita  
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Posita yaitu dalil-dalil konkret terkati adanya hubungan 

hukum yang merupakan dasar atau alasan-alasan dari yang 

dimintakan atau tuntutan. Pada Putusan No 

1032/pdt.g/2019/PA.Kra terdapat poin-poin yang diuraikan dalam 

positanya, diantaranya:
58

 

a. Obyek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan tersebut 

diajukan. Pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra 

obyek perkara dalam putusan tersebut adalah sengketa 

mengenai hibah yang berupa tanah beserta 

bangunannya. 

b. Obyek sengketa yaitu mengenai apa yang menjadi 

sumber dari perkara antara penggugat dengan tergugat. 

Pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra obyek 

sengketanya adalah tanah berserta bangunannya dengan 

SHM No. XXX Desa Jumapolo yang dulunya atas nama 

XXX alias H. Atmo XXX sekarang menjadi atas nama 

Tergugat I. 

c. Fakta-fakta hukum yaitu keterangan yang mengenai 

penyebab terjadinya sengketa tersebut. Pada Putusan No 

1032/pdt.g/2019/PA.Kra fakta hukumnya yaitu tanah 

beserta bangunan di atasnya yang dihibahkan 

merupakan harta bersama yang dimiliki oleh XXX alias 

H. Atmo XXX, XXX binti XXX (isteri pertama), dan 

Penggugat. 

d. Kualifikasi Perbuatan Tergugat merupakan uraian dari 

perbuatan materiil atau formil dari tergugat yang 

merupakan perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan 

sebagainya. Pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra 

kualifikasi tersebut adalah bahwa Tergugat dalam 

melakukan proses hibahnya yang merupakan harta 

bersama dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan dari 

Penggugat yang juga berhak atas harta bersama tersebut. 

Disebutkan juga pada positanya bahwa dalam proses 

                                                           
58 Dr. Yulia, SH., M.H., Hukum Acara Perdata, (Unimal Press: 

Kampus Bukit Indah Ljokseumawe, 2018), hlm 23. 
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pelaksanaan hibah dihadapan notaries tersebut telah 

terjadi pemalsuan fotocopi akta nikah oleh tergugat 

yang merupakan salah satu persyaratan untuk mengurus 

proses hibah tersebut. 

3. Petitum 

Petitum adalah tuntutan atau apa-apa saja yang 

dimintakan kepada Majelis Hakim. Dalam prakteknya petitum 

atau tuntutan terdiri dari dua bagian yaitu: 

 Tuntutan primer adalah tuntutan pokok yang langsung 

berhubungan dengan pokok perkara. Pada tuntutan 

primer biasanya juga disertai tuntutan tambahan. Pada 

Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra Penggugat 

meminta kepada Majelis hakim untuk menyatakan 

bahwa hibah yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah. 

Penggugat juga menambahkan dalam tuntutannya agar 

biaya persidangan ditanggung oleh Tergugat. 

 Tuntutan subsideir atau tuntutan pengganti. Pada 

putusan ini Penggugat mencantumkan Tuntutan 

subsideirnya yaitu bahwa jika Majelis Hakim 

berpendapat lain maka mohon untuk menjatuhkan 

dengan putusan yang seadil-adilnya. 

4. Jawaban gugatan 

Jawaban Tergugat dari gugatan penggugat dalam 

Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra terdiri dari tiga bagian yaitu: 

 Jawaban tergugat mengenai pokok perkara. Pada 

Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra Tergugat 

tertanggal 2 Oktober 2019 memberikan jawaban terkait 

dengan gugatan dari Penggugat. Dalam jawaban 

tersebut Tergugat menolak dalil-dalil dari Penggugat 

diantaranya bahwa Penggugat bukanlah isteri sah dari 

XXX alias H. Atmo XXX maka Penggugat bukan ahli 

waris dari H. Atmo XXX serta H. Atmo XXX membeli 



55 
 

 
 

sendiri obyek sengketa tersebut dan bukan dari harta 

bersamanya dengan Penggugat. 

 Rekonvensi yaitu gugatan balik atau gugatan balas yang 

diajukan oleh tergugat kepada penggugat. Tergugat 

dalam gugatan baliknya mengenai harta warisan dari 

ayah Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi). 

Bahwa dalam gugatannya, ahli waris  dari H. Atmo 

XXX adalah Penggugat Rekonpensi dan Ibu kandung 

Penggugat Rekonpensi yaitu XXX binti XXX (isteri 

pertama H. Atmo XXX). Maka dari itu, Tergugat 

Rekonpensi bukanlah ahli waris dari H. Atmo XXX dan 

Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas obyek sengketa 

tersebut. 

 Eksepsi atau yang disebut dengan tangkisan yaitu 

jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. 

Dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak 

ada eksepsi yang diajukan. Tetapi pada Putusan No 

1032/pdt.g/2019/PA.Kra terdapat eksepsi pada jawaban 

Penggugat atas gugatan rekonpensi dari Tergugat. Pada 

jawaban Penggugat tersebut yang merupakan Tergugat 

dalam Rekonpensi menguraikan eksepsinya dalam dua 

poin yaitu yang pertama bahwa gugatan rekonpensi 

yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak termasuk 

wewenang dari Pengadilan Agama Karanganyar karena 

dalam gugatan Rekonpensinya mengajukan materi 

mengenai Perbuatan melawan hukum dan meminta 

untuk Majelis Hakim menyatakan perbuatan hukum 

tersebut. Eksepsi kedua yaitu gugatan Rekonpensi 

tersebut adalah Obsecuur Libel yaitu gugatan 

Rekonpensi tersebut adalah tidak jelas dan kabur 

dikarenakan adanya tumpang tindih pada gugatan 

Rekonpensi yaitu menyatakan bahwa materi gugatan 

tersebut adalah harta warisan tetapi juga terdapat materi 

mengenai perbuatan melawan hukum, serta tidak 

adanya batasan atas obyek sengketa yang dimaksud 

yang menyebabkan gugatan Rekonpensi tersebut kabur. 
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5. Replik 

Replik adalah jawaban Penggugat terhadap jawaban dari 

Tergugat atas gugatannya. Replik diajukan untuk meneguhkan 

dalil-dalilnya serta mematahkan dalil-dalil Tergugat atas jawaban 

gugatannya. Penggugat memberikan replik pada tanggal 9 

Oktober 2019 secara tertulis. Penggugat dalam repliknya tetap 

teguh dengan dalil-dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat 

adalah isteri sah dari H. Atmo XXX dan membantah dalil-dalil 

yang diajukan Tergugat pada jawabannya atas gugatan Pengggat 

yaitu bahwa H. Atmo XXX menggunakan uang penghasilan 

Penggugat untuk membeli obyek sengketa.  

6. Duplik  

Duplik merupakan tahapan persidangan setelah replik. 

Duplik yaitu jawaban yang diberikan oleh Tergugat terhadap 

replik yang diajukan oleh Penggugat. Duplik diajukan oleh 

Tergugat untuk meneguhkan jawabannya atas gugatan Penggugat 

yang berisi penolakan terhadap gugatan tersebut. maka dari itu, 

Tergugat ketika memberikan dupliknya diharapkan untuk tidak 

bertentangan dengan dalil-dalil yang dimuat dalam jawabannya.  

Pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra Tergugat 

memberikan dupliknya pada tanggal 23 Oktober 2019 secara 

tertulis. Tergugat dalam dupliknya juga masih teguh dengan dalil-

dalil yang diajukannya pada jawaban Tergugat yaitu tetap 

mengatakan bahwa Penggugat bukanlah isteri sah dari H. Atmo 

XXX dan menganggap bahwa perkawinan Penggugat dengan H. 

Atmo XXX adalah sebatas perkawinan siri sehingga tidak 

mempunyai hubungan hukum perdata atas harta warisan, harta 

gono-gini atas peninggalan harta dari Almarhum H. Atmo XXX 

dan Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa.  

7. Pembuktian  

Pembuktian dalam ilmu hukum tidak memungkinkan 

untuk pembuktian yang mutlak kebenaranya sehingga menutup 
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kemungkinan untuk pihak lain membuktikan yang lain. Dalam 

ilmu hukum pembuktian merupakan pembuktian yang 

konvensional, artinya pembuktian yang memberikan suatu 

kepastian tetapi kepastian tersebut tidak bersifat mutlak 

kebenarannya melainkan bersifat relative atau nisbi.
59

 Maka dari 

itu, pembuktian dalam artian yuridis ini masih ada kemungkinan 

untuk bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak 

benar, palsu, atau dipalsukan. Pengertian tentang pembuktian 

secara yuridis ini hanya berlaku untuk orang yang berperkara. 

Berdasarkan Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal1886 

KUHPerdata ada lima macam alat bukti dalam perkara perdata di 

Indonesia yaitu: 

1. Bukti Surat /Bukti Tertulis  

Bukti surat atau tertulis yaitu bukti segala 

sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 

dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk 

menyampaikan pemikiran dan digunakan sebagai 

pembuktian.  

Pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra 

Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan 

alat bukti berupa surat-surat diantaranya: Potokopi KTP 

atas nama Penggugat, Potokopi KK atas nama Kepala 

Keluarga Hj. XXXX, Potokopi Kutipan Akta Nikah No. 

XXX, Potokopi dari Salinan Putusan Perkara Perdata 

Nomor : XXXX, Potokopi dari Salinan Putusan Perkara 

Perdata Kasasi Nomor : XXXX, Potokopi dari Salinan 

Putusan Perkara Pidana Nomor : XXXX, Potokopi dari 

Potokopi Leter C Desa Nomor 705 a/n. B. Citro 

Suwarno Desa Jumapolo untuk dua bidang tanah di desa 

Jumapolo, Potokopi dari Potokopi Akta Jual Beli 

Nomor 1 tanggal 27 Januari 2004 antara XXX dengan 

H. Atmo XXX XXX Putra Kinasih, Potokopi dari 

                                                           
59 Dr. Yulia, SH., M.H., Hukum Acara Perdata, Ibid, hlm 55. 
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Potokopi SHM. No XXX Desa Jumapolo. Kec. 

Jumapolo. Kab. Karanganyar an. XXX. 

Sedangkan Tergugat dalam meneguhkan dalil-

dalilnya untuk melawan Penggugat juga mengajukan 

alat bukti surat-surat yaitu diantaranya: Potokopi Kartu 

Keluarga atas nama Kepala XXX No. XXX Tertanggal 

20 Februari 2014, Potokopi dari Potokopi Sertifikat Hak 

Milik No. XXX Desa Jumapolo, Kec. Jumapolo, Kab. 

Karanganyar an. XXX , Potokopi Kartu Tanda 

Penduduk an. XXX No. XXX, Potokopi Kartu Tanda 

Penduduk an. XXX No. XXX, Potokopi Kartu Keluarga 

an. Kepala Keluarga XXX No. XXX Tertanggal 2 

Oktober 2017, Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 

: XXXX , Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 

XXXX, Potokopi Surat Kematian Nomor : XXXX 

Tertanggal 19 Mei 2011, Potokopi Surat Kematian 

Nomor : XXX an.XXX XXX Tertanggal 15 Juli 2012, 

Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX 

tertanggal 2 Oktober 2001, Potokopi dari Salinan 

Putusan Nomor : XXXX tertanggal 8 Mei 2017, 

Potokopi dari Salinan Putusan Nomor : XXX.Smg. 

tertanggal 11 Oktober 2017, Potokopi dari Salinan 

Putusan Nomor : XXXX tertanggal 30 April 2018 , 

Potokopi dari Potokopi Sertipikat Hak Milik No. 1538 

Desa Jumapolo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar an. 

XXX tertanggal 30 Maret 2010, Potokopi dari Potokopi 

Akta Jual Beli Nomor 1 tanggal 27 Januari 2004 antara 

XXX dengan H. Atmo XXX XXX Putra Kinasih, 

Potokopi dari Potokopi Akta Jual Beli Nomor 1 tanggal 

27 Januari 2004 antara XXX dengan H. Atmo 

XXX/XXX, Potokopi dari Potokopi Sertipikat Hak 

Milik No. 1032 Desa Jatisawit, Kec. Jatiyoso, Kab. 

Karanganyar an. Atmo XXX, Potokopi dari Salinan 

Putusan Nomor : XXXXX tenggal 18 Januari 2012, 

Potokopi dari Salinan Putusan Nomor : XXX.Kra. 

tanggal 15 Juni 2017, Potokopi Akta Permohonan 
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Peninjauan Kembali Nomor : XXXX. Tertanggal 27 

September 2019, Potokopi dari Potokopi Surat 

Perjanjian Jual Beli Nomor 3 / Tahun 2014 tanggal 20 

Juni 2014, Potokopi Kwitansi Pembayaran sebidang 

tanah kaplingan di Cengek, Jatisawit an. Sri Wahyuni 

(Bu XXX). 

2. Keterangan Saksi  

Keterangan saksi yaitu orang 

yangmemberikan keterangannya di muka persidangan, 

tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, dan 

dialami sendiri, sebagai bukti atas terjadinya peristiwa 

atau keadaan tersebut.  

Penggugat selain memberikan bukti surat-

surat juga memberikan alat bukti berupa keterangan 

saksi-saksi. Pada putusan ini Penggugat memberikan 

tiga saksi untuk memberikan keterangannya di muka 

Persidangan. Diantaranya yaitu: 

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, 

pekerjaan swasta, bertempat tinggal di 

Jumapolo, Kab. Karanganyar. Saksi 

merupakan kenalan atau teman Penggugat.  

2. XXX Bin Wikromo, umur 64 tahun, agama 

Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di 

Kec. Jebres, Kab. Surakarta. Saksi merupakan 

pekerja yang pernah bekerja di tempat 

Penggugat sejak tahun 2010. 

3. SAKSI III, umur 45 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Kepala Subseksi Penanganan 

Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertahanan di 

Badan Pertanahan Kabupaten Karaganyar, 

berdasarkan Surat Tugas Nomor: XXX 

tanggal 4 Desember 2019. Saksi merupakan 

orang yang dipanggil untuk menerangkan 

tentang SHM Nomor XXX atas nama XXX. 

Ketiga Saksi tersebut masing-masing 

menyampaikan kesaksiannya di muka persidangan dan 
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dari setiap keterangannya tersebut Penggugat 

membenarkan keterangan yang diberikan Saksi-

saksinya.  

Setelah para Saksi dari Penggugat 

menyampaikan keterangannya, Tergugat memanggil 

beberapa saksi untuk menyampaikan keterangannya di 

muka Persidangan. Saksi yang dipanggil diantaranya 

yaitu: 

1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, 

pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal 

di Jumapolo, Kab. Karanganyar. Saksi 

merupakan tetangga dari Tergugat I dan tidak 

mengetahui tentang Penggugat.. 

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal 

di Jumapolo, Kab. Karanganyar. Saksi 

merupakan tetangga dari Tergugat dan tidak 

mengetahui tentang Penggugat. 

Para Saksi tersebut masing-masing 

menyampaikan kesaksiannya di muka persidangan dan 

dari setiap keterangannya tersebut Tergugat 

membenarkan keterangan yang diberikan Saksi-

saksinya. 

3. Persangkaan  

Persangkaan merupakan alat bukti yang 

bersifat tidak langsung, seperti pembuktian dari 

ketidakhadiran seseorang pada saat tertentu di suatu 

tempat dengan membuktikan kehadirannya pada waktu 

yang sama di tempat lain. Maka, setiap alat bukti juga 

dapat menjadi persangkaan. Dengan demikian, 

persangkaan yaitu kesimpulan yang oleh Undang-

undang atau hakim didapat dari suatu peristiwa yang 

diketahui umum kea rah suatu peristiwa yang tidak 
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diketahui umum menrut Pasal 1915 KUHPerdata, Pasal 

173 HIR, dan Pasal 310 RBg. 

4. Pengakuan 

Alat bukti pengakuan adalah sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 311 R.Bg serta 

Pasal 1923-1928 KUHPerdata, dan menurut Prof. MR. 

A. Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh 

Samudera, SH., menjelaskan bahwa pengakuan adalah 

keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu 

perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang 

dikemukakan oleh pihak lawan.
60

 

Pada Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra 

sebenarnya terdapat sebuah pengakuan diantaranya 

adalah pada dalil-dalil dari Penggugat yang mengatakan 

bahwa hibah tersebut dibuat dan dihapan oleh Turut 

Tergugat II dan pada jawaban dari Tergugat tidak ada 

yang membantah mengenai hal tersebut dan Tergugat 

memohonkan agar hibah tesebut adalah sah. Maka dari 

itu, dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah 

pengakuan yang murni dan bulat dari Tergugat bahwa 

memang terjadi hibah yang dibuat dan dihadapan oleh 

Turut Tergugat II. 

5. Sumpah  

Sumpah adalah suatu perkataan khidmat yang 

diucapkan pada waktu memberi janji atau memberi 

keterangan dengan menyandarkan atau mengikat akan 

sifat mahakuasa dari tuhan dan percaya bahwa siapa 

yang memberikan keterangannya atau janjinya yang 

tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Sumpah 

                                                           
60 Teguh Samudera,  SH., Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, 

Penerbit Alumni Bandung, 1992, hlm 83. 
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merupakan tindakan yang bersifat religious yang 

digunakann di dalam persidangan.  

Di luar HIR juga masih terdapat alat bukti lain yang 

dapat digunakan untuk memperoleh kepastian mengenai 

kebenaran dari peristiwa yang sedang dalam sengketa. Diantara 

alat bukti lainnya yang digunakan dalam praktek peradilan 

perdata yaitu Pemeriksaan setempat dan keterangan ahli.
61

  

1) Pemeriksaan setempat 

Pemeriksaan setempat yaitu hal-hal yang 

menjadi sengketa atau perkara diperiksa langsung oleh 

hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung 

atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dapat 

melihat sendiri dan memperoleh gambaran atau 

keterangan yang memberi kepastian tentang kejadian-

kejadian yang menjadi sengketa tersebut.  

Pada putusan Putusan No 

1032/pdt.g/2019/PA.Kra Majelis Hakim yang 

menangani perkara melakukan pemeriksaan setempat 

guna untuk kelengkapan pemeriksaan dan untuk 

memastikan adanya obyek sengketa. Pemeriksaan 

setempat ini dilaksanakan pada hari Jum‟at 31 

Desember 2019 di buka di Balai Desa Jumapolo, 

Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, oleh 

ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Penggugat 

beserta kuasanya, para Tergugat beserta kuasanya dan 

juga disaksikan oleh Agus Purwanto, ST. bin Soeyato, 

umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaannya sebagai 

Kepala Desa Jumapolo, bertempat tinggal di Jumapolo 

Rt. 01 Rw. 01, Desa Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, 

Kabupaten Karanganyar yang kemudian dilanjutkan 

menuju ke obyek sengketa.  

                                                           
61 Endang Hadrian, Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata Di 

Indonesia, (CV Budi Utama: Sleman, 2020), hlm 37. 
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Kemudian kuasa hukum dari Penggugat 

menerangkan kembali bahwa sebidang tanah dan 

bangunan diatasnya dengan sertifikat hak milik Nomor 

XXX seluas XXX M
2 

dan hasilnya dibacakan dalam 

sidang bahwa terdapat obyek sengketa berupa: 

 Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya 

seluas XXX M
2
 atas nama Penggugat dengan 

batas-batas sebagai berikut:  

- Sebelah Selatan  : Jalan Raya Jumapolo 

- Sebelah Barat   : Jalan Kampung 

- Sebelah Utara  : Jalan Kampung  

- Sebelah Timur  : Tanah milik Pak XXX 

Setelah para pihak menerima keterangan dan 

penjelasan di atas, selanjutnya pemeriksaan setempat 

dilanjutkan di Balai Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso 

yang dihadiri oleh para pihak dengan disaksikan dan 

diaintar oleh Bambang Priyambodo, ST. bin Widodo, 

umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Geneng, 

tempat tinggal di Geneng Rt. 07 Rw. 02, Desa Jatisawit, 

Jatiyoso, Karanganyar yang kemudian menuju ke 

tempat obyek sengketa berupa tanah pekarangan yang 

kemudian atas pertanyaan Majelis, Kadus Geneng 

menerangkan bahwa sebidang tanah pekarangan ini 

dengan sertifikat Nomor 1032 seluas 1.360 M2 atas 

nama Atmo XXX, tetapi sekarang telah dibeli oleh 

XXX. 

2) Keterangan ahli 

Keterangan ahli merupakan keterangan atau 

uraian yang diberikan dari pihak ketiga yang obyektif 

dan bertujuan untuk membantu hakim dalam 

pemeriksaan guna untuk menambah pengetahuan dari 

hakim itu sendiri. 

Sedangkan pada putusan ini tidak ada keterangan 

ahli yang dipanggil untuk memberikan keterangan 

mengenai  perkara pembatalan hibah ini. 
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8. Pertimbangan Hukum Hakim 

Pertimbangan hukum hakim dalah pertimbangan yang 

digunakan Hakim yang akan menentukan nilai dari suatu putusan 

hakim sehingga pada aspek pertimbangan hukum hakim ini harus 

benar-benar disikapii secara teliti, baik dan cermat. 

Pertimbangan hukum hakim pada Putusan No 

1032/pdt.g/2019/PA.Kra adalah yang nantinya akan menentukan 

hasil akhir dari perkara sengketa pembatalan hibah ini. Pada 

putusan ini pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara 

pembatalan hibah mengacu pada inti pokok perkara dari gugatan 

Penggugat yaitu yang tertuang pada posita angka 10 yaitu Akta 

Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dimohonkan sebagai 

hibah yang tidak sah dan batal demi hukum dan tertuang jelas 

juga dalam petitum angka 4 dan 5, ternyata bahwa dari Sembilan 

macam bukti autentik yang disampaikan oleh Penggugat tidak ada 

satupun bukti Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 tersebut 

yang dimaksudkan yang menurut Penggugat adalah dibuat dan 

dihadapan oleh Turut Tergugat II. Maka dari pertimbangan 

tersebut petitum yang terkait denganpembatalan hibah patut untuk 

ditolak. 

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa 

Penggugat adalah isteri sah dari H. Atmo XXX maka tentunya 

ikut andil dalam memperoleh tanah yang telah dihibahkan 

tersebut dan ikut pula menjaganya. Mengingat perjuangan dan 

pengabdian dari Penggugat tersebut haruslah diapresiasi apalagi 

Penggugat saat ini telah hidup sendirian diusianya yang telah 

menginjak 82 tahun.  

Memperhatikan bahwa obyek sengketa yang dihibahkan 

kepada Tergugat I adalah jauh tinggi nilainya dari apa yang di 

dapat oleh Penggugat sebagai isteri sah H. Atmo XXX dan obyek 

hibah tersebut sekarang dalam agunan di bank oleh Tergugat I 

dan Tergugat II, maka menurut Hakim haruslah menghadirkan 

kemaslahatan yang dipandang dapat dirasakan oleh Penggugat, 
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dan Tergugat I, Tergugat II sehingga hak masing-masing tetap 

dapat terjaga dengan baik. 

Dilihat bahwa Tergugat I adalah anak biologis dari 

Almarhum H. Atmo XXX sedangkan Penggugat adalah ahli waris 

dari Almarhum H. Atmo XXX, maka patut dipertimbangkan 

untuk mendapatkan haknya dari penerima hibah. Oleh karena itu 

Majelis Hakim dengan pendapat bulatnya mempertimbangkan 

bahwa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

untuk diberikan kepada Penggugat dan diberikan oleh penerima 

hibah dan atau pihak yang memanfaatkan tanah tersebut yaitu 

dalam perkara ini adalah Tergugat I dan Tergugat II. 

9. Amar Putusan 

Amar putusan merupakan tahapan terakhir dalam semua 

tahapan persidangan. Amar putusan merupakan isi dari putusan 

itiu sendiri dan dimulai dengan kata “Mengadili”.  

Pada  Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra isi dari amar 

putusan tersebut memuat tiga poin yaitu Pertama bahwa Majelis 

Hakim menolak gugatan Penggugat dengan menggunakan 

pertimbangan hukum yang telah diuraiakan dalam Putusan 

tersebut. Kedua yaitu menghukum kepada Tergugat I dan 

Tergugat II untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat 

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang 

pelaksanaannya paling lama adalah 30 hari seteah putusan ini 

berkekuatan hukum tetap. Ketiga membebankan biaya perkara ini 

kepada Penggugat sebesar Rp. 3.131.000,- (tiga juta seratus tiga 

puluh satu ribu rupiah). 

Amar putusan tersebut juga mencantum tiga hal yaitu: 

1) Tanggal musyawarah atau diputuskannya perkara 

tersebut dan pernyataan bahwa putusan diucapkan 

dalam persidangan terbuka untuk umum. Tertanggal 

dalam Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra bahwa 

putusan tersebut dijatuhkan pada Kamis 29 Januari 2020 
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M. bertepatan pada tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 H. 

dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Karanganyar oleh Drs. M. MUSLIH, MH. sebagai 

Hakim Ketua, Drs. H. Amat Tazal, SH. dan Hadi 

Suyoto, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim 

Anggota, putusan pada hari itu juga dibacakan dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua 

Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota 

tersebut dan dibantu oleh H. Muh. Wahid Jatmiko, BA. 

sebagai Panitera Pengganti. 

2) Keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya pihak-

pihak pada saat putusan tersebut dijatuhkan. Disebutkan 

juga dalam Putusan No 1032/pdt.g/2019/PA.Kra bahwa 

saat pembacaan putusan dihadiri oleh kuasa Penggugat 

dan kuasa para Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat 

II. 

3) Nama, tanda tangan Majelis Hakim, saat putusan 

Dijatuhkan. Pada putusan tersebut telah mencantumkan 

nama seta tanda tangan dari Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara yaitu ditandatangani oleh Hakim 

Ketua, Drs. M. Muslih, MH. 
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BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN NO. 1032/PDT.G/2019/PA.KRA  

A. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 

1032/Pdt.g/2019/PA.Kra 

Sesorang yang akan mengajukan persoalannya dalam 

bentuk tuntutan hak di Pengadilan perdata, pada dasarnya terbagi 

menjadi dua macam, yaitu perkara contentiosa atau gugatan dan 

perkara voluntaria permohonan. 

1. Perkara comtentiosa (gugatan) adalah tuntutan hak yang 

mengandung sengketa dan dimana dalam tuntutan 

tersebut sekurang-kurangnya mencakup dua pihak yang 

bersengketa yaitu penggugat dan tergugat.  

2. Perkara voluntaria (permohonan) adalah tuntutan hak 

yang tidak mengandung sengketa dan dalam tuntutan 

tersebut hanya mengandung satu pihak saja yaitu 

pemohon.  

Sebagaimana tuntutan yang diajukan di Pengadilan 

Agama Karanganyar No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra bahwa pihak 

yang ada pada tuntutan tersebut adalah penggugat dan tergugat 

serta didalamnya juga terdapat sengketa, maka tuntutan tersebut 

disebut dengan gugatan. 

Selanjutnya Pengadilan Agama mempunyai fungsi 

diantaranya sebagai salah satu institusi penegak hukum Islam 

yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan Pengadilan Agama 
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Karanganyar memiliki beberapa fungsi tersendiri sebagai penegak 

hukum islam. Salah satu fungsi Pengadilan Agama karanganyar 

yang berkaitan dengan Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra 

adalah Fungsi mengadili (judicial Power) yaitu menerima, 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang 

menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
62 

 

Pada tanggal 1 Agustus 2019 Penggugat mengajukan 

gugatannya dan mendaftarkannya ke kepaniteraan Pengadilan 

Agama Karanganyar dengan Nomor 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra. 

Maka dari itu, sesuai dengan fungsinya sudah sewajarnya bagi 

Pengadilan Agama Karanganyar untuk menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan tersebut. 

Berdasarkan Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra sudah benar 

sesuai fungsinya bahwa Pengadilan Agama telah menerima, 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.  

Mengenai perkara-perkara apa saja yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar dalam tingkat 

pertama seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 49 Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu mengatur tentang 

kewenangan absolute Pengadilan Agama. Pasal 2 jo. Pasal 49 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan 

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang: 

a. Perkawinan 

                                                           
62 https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/tugas-

pokok-dan-fungsi, diakses pada 26 Oktober 2022, Pukul 23:45. 

https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi
https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi
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b. Waris 

c. Wasiat 

d. Hibah 

e. Wakaf 

f. Zakaf 

g. Infaq 

h. Shadaqah  

i. Ekonomi Syari‟ah. 

Kewenangan di atas merupakan kewenangan absolut 

Pengadilan Agama. Artinya, Pengadilan Agama hanya dapat 

menangani perkara-perkara yang tertera dalam pasal 49.  Putusan 

No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra merupakan putusan terhadap 

sengketa hibah antara penggugat yang merupakan istri dari 

penghibah dan tergugat I yang merupakan anak biologis dari 

penghibah terkait pembatalan hibah. Hal ini sesuai dengan 

pertimbangan hakim yang berbunyi “Menimbang, bahwa oleh 

karena pokok gugatan Penggugat adalah gugatan Pembatalan 

Hibah”. Maka perkara tersebut telah memenuhi syarat formil 

kewenangan absolute Pengadilan Agama. 

Selain kewenagan absolute tersebut, Pengadilan Agama 

juga memiliki kewenangan relative. Kewenangan/kompetensi 

relative yaitu mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar 

badan Peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat 

tinggal para pihak (distributie van rechtsmacht), terutama 

tergugat. Jadi sebelum menerima dan memeriksa perkara yang 

diajukan Pengadilan Agama harus melihat terlebih dahulu dimana 

tempat tinggal para pihak yang ada pada gugatan tersebut. 
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Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra merupakan 

gugatan pembatalan hibah antara Penggugat merupakan Istri 

kedua dari XXX alias H. Atmo XXX, umur 82 tahun, agama 

Islam, pekerjaan pedagang, yang berdomisili di Kab. Sukarharjo. 

Tergugat I adalah anak biologis dari XXX alias H. Atmo XXX 

dan Istri ketiganya dan lahir pada tanggal 15 April 2002 di 

Karanganyar, beragama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan 

SLTA dan bertempat tinggal di Jumapolo, Kab. Karanganyar dan 

Tergugat II merupakan ibu dari Tergugat I yaitu Istri ketiga dari 

XXX alias H. Atmo XXX yang berdomisili di Jumapolo, Kab. 

Karanganyar. Sedangkan objek sengketa merupakan sebuah tanah 

dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX Desa Jumapolo 

seluas + XXX M2 a/n. H. Atmo XXX dengan batas-batas : 

Sebelah Utara : Jalan / tanah XXX Sebelah Timur : Tanah HM 

No. 1538 Sebelah Selatan : Jalan Sebelah Barat : Jalan yang 

terletak di Desa Jumapolo merupakan wilayah hukum dari 

Kabupaten Karanganyar. Maka selayaknya sengketa terkait benda 

yang tidak bergerak, perkara harus diajukan di Pengadilan yang 

mewilayahi hukum tempat objek benda tidak bergerak berada. 

Sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 118 ayat (3) lilR/ Pasal 142 

ayat (5)RBg) yang berbunyi: 

“Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat 

tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan 

adalah benda tidak bergerak, maka gugatan 

diajukan di tempat benda yang tidak bergerak 

terletak” 

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, sengketa 

pembatalan hibah No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra yang diajukan di 
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kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar telah sesuai dengan 

kewenangan relatif pembatalan hibah dan Pengadilan Agama 

Karanganyar juga sudah sepatutnya untuk menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan surat gugatan tersebut. Sebab 

perkara diajukan di wilayah hukum tempat objek sengketa berada 

yaitu diwilayah Kabupaten Karanganyar dan gugtan tersebut 

diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar. Hal ini dikuatkan 

oleh pertimbangan hakim yang berbunyi: 

“Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan 

Penggugat adalah gugatan Pembatalan Hibah 

yang mana para pihak posisi domisilinya berbeda 

wilayah yakni Penggugat tinggal di wilayah 

Kabupaten Sukoharjo, sedangkan para Tergugat 

dan obyek sengketa diwilayah Kabupaten 

Karanganyar, maka sudah layak dan tepat 

Penggugat mengajukan perkaranya di 

Pengadilan Agama Karanganyar yang 

mempunyai wewenang untuk itu” 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa yang 

diajukan penggugat adalah perkara gugatan, maka penggugat 

harus menyertakan surat gugatan. Isi dari surat gugatan atau 

syarat-syarat materiilnya yaitu mengacu pada Pasal 8 ayat (3) Rv 

yang pada intinya surat gugatan harus memuat tiga aspek, yaitu: 

1. Identitas para pihak 

2. Posita atau dasar gugatan  

3. Petitum atau tuntutan.
63

  

                                                           
63 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan 

Perkembangannya di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm 33. 
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Pertama, Identitas para pihak harus disertakan 

keterangan yang lengkap dari para pihak yang bersangkutan yaitu 

mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, 

agama, dan tempat tinggal. Identitas para pihak dalam Putusan 

No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra diantaranya yaitu : 

1. Penggugat adalah isteri sah dari penghibah dan tidak 

mempunyai keturunan selama berhubungan dengan 

penghibah. 

2. Tergugat I adalah anak biologis dari Penghibah bersama 

dengan isteri ketiganya yaitu Tergugat II dan 

merupakan orang yang diberi tanah beserta bangunan di 

atasnya melalui hibah. 

3. Tergugat II adalah isteri ketiga dari penghibah dan 

merupakan orang yang mewakili Tergugat I dalam 

proses hibah dikarenakan Tergugat I masih dibawah 

umur untuk melakukan perbuatan hukum berupa hibah 

tersebut. 

4. Turut Tergugat I adalah anak penghibah bersama isteri 

pertamanya dan merupakan orang yang membantu 

proses hibah tersebut. 

5. Turut Tergugat II adalah pekerja notaries yang membuat 

Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010. 

Kedua, Posita atau dasar gugatan. Posita dalam suatu 

gugatan merupakan aspek penting yang harus dilengkapi oleh 

penggugat. Posita adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi 

dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan penggugat. Pada dasarnya, 
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dalam posita harus memuat dua hal pokok dalam uraiannya, 

yaitu: 

1. Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan 

mengenai fakta-fakta yang mendeskripsikan duduknya 

masalah.  

Dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat 

No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra, Penggugat 

mendiskripsikan kejadian-kejadian mengenai 

gugatannya. Bahwa Penggugat bersama suaminya yaitu 

si penghibah membeli obyek sengketa menggunakan 

harta bersama pada tanggal 27 Januari 2004. Kemudian 

suaminya menghibahkan obyek sengketa tersebut 

kepada anak biologis bersama isteri ketiganya tanpa 

sepengetahuan Penggugat. Hibah tersebut dibuat oleh 

dan dihadapan notaries/PPAT Eka Budiyanto, S.H. 

yaitu sebagai Turut Tergugat II. 

2. Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan 

mengenai hukumnya, yaitu mengenai hubungan hukum 

antara penggugat dengan tergugat, hubungan hukum 

penggugat atau tergugat dengan materi atau obyek 

sengketa. 

Dalam hal ini Penggugat menjelaskan dalam 

positanya hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat 

dan obyek sengketa. Bahwa obyek sengketa tersebut 

adalah harta bersama antara Penggugat dengan si 

Penghibah dan si Penghibah menghibahkan obyek 

sengketa yang merupakan harta bersama tersebut 
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kepada anak biologis dengan isteri ketiganya. dan dalam 

Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra yang menjadi 

Tergugat adalah si Penerima hibah dan orang yang 

berkaitan dengan proses hibah tersebut dikarenakan si 

Penghibah telah meninggal dunia ketika gugatan 

tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Karanganyar.  

Adapun dalil hukum penggugat mengacu pada 

pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan 

“suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak 

diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta 

bersama”, dengan dasar hukum tersebut maka tindakan 

memindahtangankan harta bersama Penggugat dan 

XXX, dan ibu XXX binti XXX tanpa sepengetahuan 

dan persetujuan dari Penggugat dan atau ibu XXX binti 

XXX adalah perbuatan yang dilarang dan melawan 

hukum., yang berarti perbuatan hukum tersebut adalah 

tidak syah. 

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami 

ataupun istri dapat bertindak terhadap harta benda milik 

bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah 

pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik 

suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan 

terhadap harta bersama, maka tindakan atau perbuatan 

hukum tersebut tidak dapat dilakukan. 

Selain dari Kompilasi Hukum Islam dan 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatas, mengenai 

pemindahan harta benda atas harta juga diatur dalam 
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Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 119 

bahwa harta bersama itu, selama masa perkawinan, 

tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu 

persetujuan antara suami isteri. 

Pada perkara ini yang dimana Penggugat 

menggugat tanah atas harta bersama selama berjalannya 

perkawinan dengan H. Atmo XXX yang dihibahkan 

oleh H. Atmo XXX kepada Tergugat I dan pada proses 

dan pelaksanaannya tidak ada persetujuan dari 

Penggugat, dengan demikian hibah tersebut adalah 

hibah yang dilarang dan melawan hukum, maka sudah 

sepatutnya Penggugat mengajukan gugatannya kepada 

Pengadilan Agama atas gugatan pembatalan hibah. 

Ketiga, petitum atau apa yang dimintakan dalam 

gugatan. petitum dijelaskan dalam Pasal 8 Nomor 3 Reglement 

Op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) bahwa petitum adalah 

apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat supaya 

diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan tersebut 

yang pada akhirnya akan dijawab oleh hakim di dalam amar 

putusan.  

Dalam praktik peradilan, petitum atau tuntutan biasanya 

dibagi menjadi tiga bagian,
64 

yaitu: 

1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer merupkan tuntutan 

yang sebenarnya atau apa yang diminta oleh Penggugat 

                                                           
64 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan 

Perkembangannya di Indonesia, hlm 39. 
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sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita. 

Adapun petitum yang diajukan dalam gugatannya yang 

merupakan pokok dan inti dari perkara pembatalan 

hibah ini dan merupakan tuntutan primer yaitu: 

Penggugat memohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Karanganyar melalui Majelis Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 

mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhya. 

Memohon agar menyatakan sah dan berharga 

sita jaminan terhadap obyek sengketa yang berupa tanah 

dengan bangunan yang berdiri di atasnya dengan 

Sertifikat Hak Milik No XXX Desa Jumapolo atas nama 

XXX (yang semula atas nama H. Atmo XXX) dengan 

batas-batas yang telah diuraikan pada posita di atas. 

Menetapkan tanah SHM tersebut merupakan 

harta bersama antara Penggugat, XXX alias H. Atmo 

XXX, dan XXX binti XXX 

Memohon agar menetapkan perbuatan atau 

proses hibah atas tanah beserta bangunan di atasnya 

yang semula atas nama H. Atmo XXX menjadi atas 

nama XXX sebagaimana dalam Akta Hibah No. 162 

tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan 

Notaries/PPAT Eka Budiyanto S.H adalah tidak sah dan 

batal demi hukum. 

Mohon untuk menyatakan bahwa Akta Hibah 

tersebut batal demi hukum, maka tanah beserta 

bangunan di atasnya kembali pada keadaan seperti 
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sebelum terjadinya hibah, maka tanah beserta bangunan 

di atasnya tersebut kembali atas nama H. Atmo XXX. 

Menyatakan SHM No.XX Desa Jumapolo atas 

nama XXX (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak 

memiliki kekuatan hukum. 

Mohon agar menetapkan atas putusan ini 

dapat digunakan sebagai alat kepengurusan dan 

penggantian nama kepemilikan tanah. 

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang 

menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan 

kepada Penggugat tanpa syarat dan secara sukarela. 

2. Tuntutan tambahan yaitu berupa tuntutan pelengkap dari 

tuntutan primer. Biasanya tuntan ini berupa tuntutan 

agar supaya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat. 

Adapun dalam tuntutan tambahan yang diajukan oleh 

Penggugat dalam putusan ini yaitu “Menghukum 

Tergugat untuk membayar biaya perkara ini”. 

3. Tuntutan subsidair atau pengganti yaitu tuntutan yang 

diajukan oleh Penggugat untuk antisipasi barangkali 

tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima 

oleh hakim. Adapun tuntutan subsidair dalam putusan 

ini yaitu “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil-adilnya”. 

Setelah surat gugatan tersebut dibuat, selanjutnya adalah 

mendaftarkan surat gugatan ke kepaniteraan Pengadilan Agama 

sesuai dengan kompetensi relative Pengadilan Agama yang terkait 
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diajukan gugatan tersebut. Sesuai dengan asas “beracara 

dikenakan biaya”, proses pendafaraan ini tentulah dimulai dari 

membayar biaya perkara.  

Pendaftaran tersebut sesuai dengan Pasal 145 RBg/ 

Pasal 121 ayat (1) HIR akan ditindaklanjuti dengan suatu 

penetapan Ketua Pengadilan Agama yang menunjuk susunan 

Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Pada putusan No. 

1032/Pdt.g/2019/PA.Kra, hakim ketua  dalam perkara ini adalah 

Drs. M. Muslih, MH dan sebagai hakim anggotanya adalah Drs. 

H. Amat Tazal, SH dan Hadi Suyoto, S.Ag. Selanjutnya Ketua 

Majelis Hakim yang memeriksa perkara menetukan hari dan 

tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua 

belah pihak yang berperkara supaya hadir dipersidangan yang 

ditetapkan. Hal ini telah sesuai seperti yang telah dipraktikkan 

dalam putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra, para pihak telah 

dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat 

didampingi dengan kuasanya dan Tergugat juga didampingi 

dengan kuasanya. 

Setelah para pihak menghadap persidangan, maka 

Pengadilan Agama dengan perantara ketua harus berusaha 

mendamaikan terlebih dahulu para pihak yang berperkara sebeum 

memeriksa lebih dalam. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR yang pada intinya bahwa pada 

hari-hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap di 

persidangan, ketua mendamaikan para pihak dan apabila dalam 

upaya perdamaian tersebut diacpai maka dalam persidangan itu 

juga harus dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk 
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menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai 

kekuatan hukum serata dilaksanakan seperti suatu surat keputusan 

biasa, serta suatu keputusan itu tidak dapat diajukan banding. 

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) 

serta Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 maka setiap perkara 

perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib 

diupayakan terlebih dahulu penyelesaian perkara melalui mediasi, 

kelalaian atau mengabaikan prosedur mediasi ini merupakan 

pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg 

yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.  

Pada putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra telah 

sebelumnya diupayakan mediasi yang dilaksanakan pada 3 

September 2019 dengan Dr. Drs. Mudara, MSI. Sebagai 

mediatornya hal ini sesuai pada pertimbangan hakim : 

“bahwa kemudian Majelis telah memberi kesempatan 

Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi guna 

perundingan proses menuju perdamaian sebagaimana 

diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, atas perkara ini telah dilakukan 

mediasi dengan mediator Dr. Drs. Mudara, MSI. 

Namun berdasarkan laporannya tertanggal 3 

September 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil, 

oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat 

dilanjutkan pada tahapan berikutnya”. 

Mediasi pada putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra 

dinyatakan gagal seperti yang tertuang pada pertimbangan Hakim 

“mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan 
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perkara ini dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya”. Dalam 

hal mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian maka sudah 

sepatutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara 

sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.  

Setelah dibacakannya gugatan Penggugat, Tergugat 

dapat memberikan jawabannya secara lisan maupun tertulis. 

Jawaban dapat juga berupa bantahan terhadap dalil-dalil yang 

diajukan oleh Penggugat. Jawaban berupa bantahan seperti yang 

diajukan oleh Tergugat “Bahwa dalil gugatan Penggugat pada 

angka 1 adalah tidak benar. Tidak benar Penggugat adalah Istri 

Sah dari XXX alias H. Atmo…… dan seterusnya”. Yang 

kemudian jawaban tersebut disambung dengan jawaban 

berikutnya yang merupakan uraian tentang kejadian-kejadian 

yang terperinci yaitu berupa “Bahwa pada tahun 1978 Penggugat 

dan Ayah Turut Tergugat I tinggal serumah di Sukoharjo …….. 

dan seterusnya”. Dan kemudian ditutup dengan kesimpulan dan 

tuntutan Tergugat dalam jawabannya “Menolak gugatan 

Penggugat keseluruhannya”. 

Pada jawaban tertulis yang diajukan oleh Tergugat 

tersebut sudah sesuai dengan prateknya menyusun sebuah 

jawaban berupa bantahan. Bahwa jawaban bantahan itu 

memerlukan uraian tentang kejadian-kejadian secara terperinci 

sebelum ditutup dengan kesimpulan dan mohon ditolaknya 

gugatan. 

Sehubungan dengan pembuktian dalam pemeriksaan 

perkara dalam hal ini, maka perlu diuraikan tentang apa yang 
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harus dibuktikan dan siapa yang sebenarnya dibebani 

pembuktian. Pada perkara pembatalan hibah ini telah dilakukan 

pembuktian yaitu dari pihak Penggugat yang mengajukan tiga 

Saksinya dengan memberikan keterangannya yang berkaitan 

dengan kejadian dan peristiwa pembatalan hibah ini.  

“Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para 

Tergugat karenan saksi sebagai kenalan dan teman 

Penggugat…… dan seterusnya”. 

Berdasarkann dengan keterangan yang diberikan oleh 

saksi tersebut, sudah cukuplah pembuktian tersebut memenuhi 

tentang apa yang seharusnya dibuktikan adalah kejadian-kejadian 

dan peristiwa-peristiwa.  

Sedangkan terkait dengan hal siapa yang seharusnya 

dibebani pembuktian ini adalah Penggugat. Pada perkara 

pembatalan hibah ini Penggugatlah yang terbebani pembuktian 

pemeriksaan perkara. Dalam berita acara putusan perkara 

pembatalan hibah ini “Bahwa untuk menguatkan dalil-daill 

gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat 

berupa:” dan “Bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-

dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti berpa 

saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut”. Bahwa pada praktek 

Peradilan tersebut menurut berita acaranya telah sesuai dengan 

Pasal 1865 KUH Perdata yang pada prinsipnya barangsiapa yang 

mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya 

hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu. 

Terkait dengan ketentuan alat bukti pada perkara 

pembatalan hibah ini, dalam berita acaranya dapat dilihat bahwa 
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alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat untuk 

meneguhkan masing-masing dari dalil-dalilnya sudah sesuai 

dengan apa yang diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 

R.Bg(Rechtreglement voor de Buitengewesten), dan Pasal 1866 

KUH Perdata bahwa bahwa alat bukti yang diakui oleh peraturan 

perundang-undangan adalah alat bukti surat (tulisan), alat bukti 

saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan, dan sumpah. 

Selanjutnya dari metodologinya, putusan hakim juga 

harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang 

disidangkannya. Dalam putusan pertimbangan hukum biasanya 

dimulai dengan kata-kata “Menimbang ……….. dan seterusnya”. 

Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan 

dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari tergugat. Dalam putusan 

No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra salah satu putusan hukum yang ada 

pada putusan tersebut adalah “Menimbang, bahwa Majelis Hakim 

telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara 

dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya 

dengan Tergugat dengan dimusyawarahkan secara baik-baik dan 

kekeluargaan, tetapi tidak berhasil”. Bahwa pertimbangan hukum 

dalam putusan tersebut adalah sudah sesuai dengan 

metodologinya. 

Tahap akhir dari sebuah putusan dari Peradilan Agama 

adalah amar putusan. Amar putusan merupakan isi dari putusan 

itu sendiri yang merupakan jawaban dari petitum dalam surat 

gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam amar putusan 

hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang dikabulkan, 

ditolak, atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum 
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yang telah dilakukannya sebelumnya. Dalam setiap putusan, amar 

putusan biasanya dimulai dengan kata-kata “Mengadili”. Amar 

putusan pada putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra adalah 

sebagai berikut: 

Mengadili bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut 

adalah ditolak, dan menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat 

II untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 

50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) yang pelaksanaannya 

paling lama 30 hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum 

tetap, serta membebankan kepada Penggugat untuk membayar 

biaya perkara sebesar Rp. 3.131.000,- ( Tiga juta seratus tiga 

puluh satu ribu rupiah )  

 

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap 

Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra yang 

Mengesahkan Hibah Tanpa Persetujuan Istri 

Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra merupakan kasus 

perkara yang berkaitan dengan perkara hibah. Benda yang 

menjadi obyek hibah pada kasus ini adalah tanah beserta 

bangunan diatasnya. Pada putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra 

terdapat dalam beberapa pertimbangan hakim dan amar 

putusannya yang perlu untuk dianalisis lebih mendalam mengenai 

mengapa pada putusan tersebut Hakim menolak gugatan 

Penggugat yang berupa perkara hibah tersebut dan mengapa 

Hakim tersebut mengeluarkan amar putusannya pada putusan No. 

1032/Pdt.g/2019/PA.Kra. 
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Berikut beberapa pertimbangan hakim dan amar 

putusannya yang merupakan inti dari putusan No. 

1032/Pdt.g/2019/PA.Kra;  

Petitum Perimbangan Hakim Amar Putusan  

Menyatakan 

perbuatan dan atau 

proses hibah atas 

tanah berikut 

bangunan 

diatasnya 

sebagaimana bukti 

kepemilikan 

Sertifikat Hak 

Milik No. XXX 

Desa Jumapolo 

dengan luas 

±XXX m
2 

atas 

nama H. Atmo 

menjadi atas nama 

XXX, 

sebagaimana 

dalam Akta Hibah 

No. 162 tanggal 20 

April 2010 yang 

dibuat oleh dan 

dihadapan 

Sebagaiman posita 

angka 10 yang 

merupakan inti 

pokok perkara yakni 

Akta Hibah No. 162 

tanggal 20 April 

2010 yang 

dimohonkan sebagai 

hibah yang tidak sah 

dan batal demi 

hukum dan tertuang 

dengan jelas 

sebagaimana 

petitum angka 4 dan 

5, namun ternyata 

diantara 9 macam 

alat bukti autentik 

yang disampaikan 

oleh Penggugat 

tidak ada satupun 

alat bukti Akta 

Hibah No. 162 

Menolak gugatan 

Penggugat 
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Notaris/PPAT Eka 

Budiyanta, S.H 

adalah tidak syah 

dan batal demi 

hukum 

tanggal 20 April 

2010 dimaksud 

yang mennurut 

Penggugat oleh dan 

dihadapan 

Notaris/PPAT Eka 

Budiyanta, S.H  

Pertimbangan di 

atas menurut 

Majelis bahw 

Menghukum 

kepada Tergugat I 

dan Tergugat II 
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Menyatakan Akta 

Hibah No. 162 

tanggal 20 April 

2010 yang dibuat 

oleh dan 

dihadapan 

Notaris/PPAT Eka 

Budiyanta, S.H 

batal demi hukum, 

maka keadaan 

kembali seperti 

sedia kala 

sebagaimana 

sebelum terjadinya 

proses hibah yaitu 

Sertifikat Hak 

Milik No. XXX 

Desa Jumapolo 

dengan luas 

±XXX m
2 

atas 

nama H. Atmo 

menjadi atas nama 

XXX kembali ke 

atas nama H. 

Atmo  

Penggugat tidak 

mampu 

membuktikan 

positanya maka 

petitum Penggugat 

yang terkait dengan 

pembatalan hibah 

patut untuk ditolak  

untuk 

memberikan 

kompensasi 

kepada Penggugat 

sebesar Rp. 

50.000.000,00.- 

yang 

pelaksanaannya 

paling lama 30 

hari setelah 

putusan ini 

berkekuatan 

hukum tetap  

Memperhatikan 

obyek sengketa 

yang dihibahkan 

kepa Tergugat I jauh 

lebih tingi nilainya 

dari apa yang 

didapat oleh 

Penggugat sebagai 

isteri sah XXX yang 

saat ini masih hidup, 

dan pula 

memperhatikan 

bahwa obyek hibah 

tersebut saat ini 

dalam agunan di 

bank oleh Tergugat 

I dan II, oleh Karena 

Majelis Hakim perlu 

menghadirkan 
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kemaslahatan yang 

dipandang dapat di 

rasa oleh semua 

pihak sehingga 

masing-masing hak 

dapat terjaga dengan 

baik  

 

Dari uraian di atas maka perlu dianalis lebih dalam lagi 

terutama analisi menggunakan hukum positif dan hukum Islam. 

1. Analisi Hukum Positif 

Pada awal bulan Agustus tahun 2019 di Pengadilan 

Agama Karanganyar menerima sebuah surat gugatan yang 

dimana gugatan tersebut berisi mengenai perkara pembatalan 

hibah. Perkara tersebut oleh Pengadilan Agama Karanganyar 

telah mengeluarkan Putusan Hakim pada akhir bulan Januari 

2020.   

Putusan Hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah 

suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi 

wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan 

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa 

antara para pihak.
65

 Hakim sebelum menyatakan amar putusannya 

di persidangan, tentunya harus menyertakan beberapa 

                                                           
65  Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: 

Liberty, 1998), hlm 174. 
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pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus 

perkara. Karena pertimbangan hakim inilah yang menentukan 

nilai dari suatu putusan hakim dalam memberikan pertimbangan 

hakim harus benar-benar disikapi secara teliti, baik dan cermat. 

Petimbangan hakim dalam perkara No. 

1032/Pdt.g/2019/PA.Kra tentang pembatalan hibah tertuang 

dalam argument yang menyatakan bahwa sebagaimana yang 

menjadi inti dari pokok perkara pembatalan hibah ini adalah 

dalam posita angka 10 yang berisi mengenai Akta Hibah No. 162 

tanggal 20 April 2010 dimhonkan sebagai hibah yang tidak sah 

dan batal demi hukum dan juga tertuang dengan jelas pada 

petitumnya angka 4 dan 5, tetapi setelah Penggugat diberi 

kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya trsebut ternyata 

diantara 9 macam bukti autentik yang disampaikan Penggugat 

tersebut tidak ada satupun bukti Akta Hibah No. 162 tanggal 20 

April 2010 yang dimaksud oleh Penggugat dibuat dan dihadapan 

notaries/PPAT Eka Budiyanto, SH. 

Dalam posita angka 10 menyebutkan “Bahwa oleh 

karena Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang dibuat 

oleh dan di hadapan turut tergugat 2 tersebut adalah cacat hukum, 

maka hibah tersebut mohon dinyatakan sebagai hibah yang tidak 

sah dan batal demi hukum”. Bahwa pada posita angka 10 tersebut 

dijadikan dasar pada petitum angkak 4 dan 5. 

Menyatakan perbuatan dan atau proses hibah 

atas tanah berikut bangunan diatasnya 

sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak 

Milik (SHM) No.XXX Desa Jumapolo dengan 
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luas ± XXX m² atas nama H.Atmo XXX menjadi 

atas nama XXX, sebagaimana dalam Akta 

Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 yang 

dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Eka 

Budiyanta S.H adalah tidak syah dan batal 

demi hukum ;   

Menyatakan Akta Hibah No. 162 tanggal 20 

April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan 

Notaris/PPAT Eka Budiyanta S.H. batal demi 

hukum , maka keadaan kembali seperti sedia 

kala sebagaimana sebelum terjadinya proses 

hibah yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX 

Desa Jumapolo dengan luas ± XXX m² atas 

nama H.Atmo XXX menjadi atas nama XXX, 

kembali lagi ke atas nama H Atmo XXX ; 

Berdasarkan petitum tersebut, untuk menguatkan dalil-

dalilnya Penggugat mengajukan 9 macam bukti autentik yang 

berupa; 

1. Potokopi KTP atas nama Penggugat  

2. Potokopi KK atas nama Kepala Keluarga Hj. XXXX  

3. Potokopi Kutipan Akta Nikah No. XXX 

4. Potokopi dari Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 

XXXX 

5. Potokopi dari Salinan Putusan Perkara Perdata Kasasi 

Nomor : XXXX 

6. Potokopi dari Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor : 

XXXX 

7. Potokopi dari Potokopi Leter C Desa Nomor 705 a/n. B. 

Citro Suwarno Desa Jumapolo untuk dua bidang tanah 

di desa Jumapolo 

8. Potokopi dari Potokopi Akta Jual Beli Nomor 1 tanggal 

27 Januari 2004 antara XXX dengan H. Atmo XXX 

XXX Putra Kinasih  
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9. Potokopi dari Potokopi SHM. No XXX Desa Jumapolo. 

Kec. Jumapolo. Kab. Karanganyar an. XXX 

Hakim mengangap pengugat tidak dapat membuktikan 

dalil dalam posita yang diajukan bahwa telah terjadi hibah No. 

162 tanggal 20 April 2010 sebagaimana posita dalam “Bahwa 

tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat dan atau 

ibu XXX , tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana bukti 

kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX Desa 

Jumapolo dengan luas ± XXX m² atas nama H.Atmo XXX telah 

dialihkan menjadi atas nama XXX( Tergugat 1 ) karena masih 

dibawah umur diwakili oleh tergugat 2” Alat bukti yang diminta 

oleh hakim terkait bukti terjadinya hibah ialah akta autentik hibah 

antara XXX alias H. Atmo XXX dengan Tergugat I (anak 

biologis dari XXX alias H. Atmo XXX dan Tergugat II). 

Dasar argument pembuktian yang diajukan oleh hakim 

hanya berfokus pada pembuktian surat. Padahal dalam hukum 

acara perdata, terdapat lima alat bukti yang dapat diajukan, 

diantaranya: 

1. Surat 

2. Saksi 

3. Pengakuan  

4. Persangkaan  

5. Sumpah  

Lima alat bukti di atas dapat dikategorikan sebagai alat 

bukti yang kuat dan mengikat jika memenuhi syarat formil. 

Dalam arti bahwa kualitas pembuktian lima alat bukti di atas 

dapat menjadikan peristiwa hukum yang didalilkan dalam posita 

terbukti sebagaimana angapan fakta yang terjadi. Sehingga hakim 

tidak hanya terfokus pada satu alat bukti, yaitu surat. 

Dalam fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim, 

hakim dapat menggunakan alat bukti pengakuan. Alat bukti 

pengakuan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR 
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dan Pasal 311 R.Bg serta Pasal 1923-1928 KUHPerdata, dan 

menurut Prof. MR. A. Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh 

Samudera, SH., menjelaskan bahwa pengakuan adalah keterangan 

sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia 

mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.
66

 

Permulaan pengakuan salah satu pihak yang berperkara 

dapat dijadikan bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut:
67

 

 Syarat formal alat bukti pengakuan  

1) Disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara 

dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilann 

Agama. 

2) Pengakuan disampaikan oleh pihak yang 

berperkara (pihak materiil) atau kuasanya dalam 

bentuk lisan atau tertulis. 

 Syarat materiil alat bukti pengakuan 

1) Pengakuan yang diberikan tersebut langsung 

berhubungan dengan pokok perkara. 

2) Tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang 

nyata dan terang. 

3) Tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, 

agama, moral dan ketertiban umum. 

Pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim, 

hakim dapat menggunakan pengakuan sebagai alat bukti dalam 

memutus perkara yang diadili. Dalam perkara pembatalan hibah 

tersebut dalam jawabannya Tergugat telah mengakui posita No 10 

“Bahwa oleh karena Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 

yang dibuat oleh dan di hadapan turut tergugat 2 tersebut adalah 

cacat hukum” dalam jawaban Tergugat yang mengatakan dengan 

                                                           
66 Teguh Samudera,  SH., Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, 

Penerbit Alumni Bandung, 1992, hlm 83. 
67 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan 

Peradilan Agama, (Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, Cet: 8, 2016), hlm 

272. 
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tegas ”Bahwa hibah tanah SHM Nomor 1541 yang dilakukan 

Sukarno kepada Tergugat I (Andika Prihatin Putra Kinasih) sah 

menurut hukum”. Argumen Tergugat tersebut diketegorikan 

sebagai pengakuan yang murni dan bulat, karena dalil yang 

diberikan oleh Penggugat mengenai terjadinya hibah yang dibuat 

oleh dan dihadapan Turut Tergugat 2 tidak dibantah oleh para 

Tergugat  sebagaimana para Tergugat mengakui adanya peristiwa 

hukum hibah. Pengakuan oleh Penggugat memiliki kekuatan 

pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau 

memaksa. 

Jika memang peristiwa hukum pemberian hibah dapat 

terbukti, maka pertimbangan hakim dapat dilanjutkan ke tahap 

sah atau tidaknya suatu hibah. Sebagaimana apa yang termasuk 

syarat harta yang dihibahkan adalah harta milik pribadi yang 

artinya bukan harta milik bersama. Jika yang dihibahkan harta 

bersama maka diperlukan persetujuan dari kedua pihak 

sebagaimana yang tercantum pada Pasal 92 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak 

diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama”.  

Dalil penggugat terkait gugatan pembatalan hibah 

terkait dengan keabsahan hibah yang dilakukan pada saat 

perkawinan. Harta yang diperoleh saat perkawinan pada dasarnya 

merupakan harta bersama. Sebagaimana pada pertimbangan 

hakim “bahwa XXX bersama dengan isteri pertama bernama 

XXX binti XXX dan isteri kedua bernama PENGGUGAT 

(Penggugat) telah memiliki harta bersama di beberapa tempat 

diantaranya yang telah diberikan kepada anak dari isteri pertama 

bernama XXX bin XXX dan diberikan kepada Penggugat dan 

yang lainnya adalah yang di dapat pada tahun 2004 yaitu tanah 

SHM No. XXX terletak di desa Jumapolo luas + XXX M2 (obyek 

sengketa)” Oleh karena harta bersama, maka penggunaannya 

harus didasarkan atas keputusan dua orang pihak, yaitu suami dan 

istri. 
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Pengertian hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata Pasal 1666 menerangkan bahwa hibah adalah perjanjian 

yang mana si penghibah di waktu hidupnya menyerahkansuatu 

benda dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali dan si 

penerima hibahhyang menerima penyerahan itu. 

Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia pada 

Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hibah merupakan 

pemberian suatu harta benda secara sukarela dan dilakukan tanpa 

imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk 

dimiliki. Diatur juga dalam pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 210 

disebutkan bahwa yang memberikan hibah harus berusia 

sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya 

paksaan, dan dapat menghibahkan harta bendanya sebanyak-

banyaknya 1/3 dari total harta bendanya kepada orang lain atau 

lembaga dan harta yang dihibahkan tersebut merupakan hak dari 

penghibah.  

Pada Pasal 211 dijelaskan bahwa hibah yang diberikan 

dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai 

warisan. Kata “dapat” dalam pasal tersebut bukan dalam artian 

harus, tetapi sebagai salah satu alternative yang dapat ditempuh 

untuk menyelesaikan sengketa warisan. Kalau anak tersebut 

merupakan ahli waris dari orangtua tersebut maka pemberian 

hibah tersebut sudah diperhitungkan sebagai perhitungan harta 

warisan sehigga jika salah satu dari orang tuanya meniggal, maka 

pembagian warisan tidak dilakukan lagi karena pengaturan harta 

benda tersebut sudah sesuai dengan kehendak si pewaris ketika ia 

masih hidup
.68

 Tetapi jika para ahli waris tidak mempersoalkan 

masalah hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, 

                                                           
68 Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008),hlm 25. 
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maka harta waris yang belum dihibahkan bisa dibagikan kepada 

semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.
69

 

Tetapi jika memang harta yang dihibahkan adalah harta 

bersama, maka berakibat bahwa harta yang dihibahkan tersebut 

adalah tidak sah dikarenakan pada saat penghibahan dilakukan 

tidak berdasarkan persetujuan dari salah satu pihak yang dalam 

perkara ini adalah tanpa persetujuan oleh istri kedua dari H Atmo 

XXX (Penggugat). Jika ternyata hibah yang dilakukan adalah 

tidak sah maka hibah atas tanah tersebut harus dibatalkan, dan 

Akta Hibah Nomor 162 tanggal 20 April 2010 SHM No.1541 

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Selain bahwa ternyata hibah yang diberikan adalah harta 

bersama yang dapat menyebabkan hibah tersebut adalah tidak sah 

dan harus dibatalkan, dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata menegaskan, suatu penghibahan tidak dapat 

dicabut dan karena itu tidak pula dibatalkan, kecuali dalam hal-

hal berikut: 

d. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh 

penerima hibah; 

e. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan 

melakukan atau ikut melakkukan suatu usaha 

pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri 

penghibah; 

f. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah 

menolak untuk memberi nafkah kepadanya. 

Selain itu, hal yang dapat membatalkan hibah juga 

diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdata yang menyatakan, tiada 

suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 dapat 

dilakukan tanpa akta notaries, naskah aslinya harus disimpan pada 

notaries dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu 

                                                           
69 Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, Pembaruan Hukum 

Kewarisan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2014), hlm 83. 
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tidak sah. Pasal 1687 KUHPerdata menerangkan bahwa hadiah 

dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau 

surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan 

akta notaries dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan 

begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada 

orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang 

diberi hibah. 

Sedangkan pada amar putusan hakim Peradilan Agama 

yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan 

kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya paling lama 30 hari . 

Dasar hakim dalam pertimbanga ini yaitu “bahwa perjuangan dan 

pengabdian Penggugat, haruslah diapresiai, apalagi Penggugat 

saat ini telah hidup sendirian diusianya yang telah menginjak 82 

tahun, harus pula diperhatikan agar mendapat haknya dan bisa 

hidup layak sesuai dengan standarnya sebelum suami (XXX) 

meninggal dunia”. 

Hakim dalam putusannya tersebut tergolong dalam 

putusan melebihi apa yang dituntut oleh pengugat atau ultra 

petita. Ketentuan terkait ultra petita diatur pada Pasal 178 ayat 

(3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang melarang seorang hakim 

memutus suatu perkara melebihi apa yang dimintakan atau 

petitum. Bahwa berdasarkan ultra petita pada dasarnya adalah 

dilarang, sehingga judec factie yang melanggar ultra petita 

dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran 

hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan atau 

petitum.
70 

Mengenai timbulnya akibat hukum dengan terbitnya 

putusan yang dianggap sebagai putusan melampaui batas 

kewenangan maka Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi 

berhak untuk mebatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-

                                                           
70 Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, Razky Akbar, 

Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono, 

(Yuridika: Vol 29, No. 1, 2014), hlm 104. 
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pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak 

berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang 

telah diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung.  

Pada hukum perdata berlaku asas bahwa hakim bersifat 

“pasif” hakim “tidak berbuat apa-apa”, yang artinya bahwa 

ruanglingkup atu luas pokok sengketa yang diajukan kepada 

hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak 

yang berperkara. Hakim hanya menimbang perkara yang diajukan 

para pihak tersebut dan tuntutan hukum yang didasarkan 

kepadanya. Maka dari itu, hakim hanya menentukan, adakah dari 

perkara yang diajukan tersebut dan dibuktikan para pihak itu 

dapat membenarkan tuntutan hukum mereka, sehingga hakim 

tidak diperbolehkan untuk menambah sendiri hal-hal yang lain 

dan tidak boleh memberikann lebih dari yang diminta atau 

dimohonkan.
71

 

Tetapi pada dasarnya ultra petita dalam putusan 

pengadilan diperbolehkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan 

atau alasan-alasan seperti:
72

 

1. Adanya hubungan yang erat satu sama yang lainnya  

2. Hakim dalam menjalankann tugasnya agar aktif dan 

berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan 

perkara 

3. Dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian 

materiil yang diijinkan atau sesuai posita, sebagaimana 

terdapat pada putusan MARI No. 556K/ Sip/1971 dan 

putusan MARI No. 425.K/Sip/1975  

                                                           
71 Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, Razky Akbar, 

Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono, ibid,  hlm 

104. 
72 Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Johan Wahyudi, and Razky 

Akbar. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et 

Bono." Yuridika 29.1 (2014), hlm 105. 
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4. Mengenai ganti rugi hakim berwenang untuk 

menetapkan berapa sepantasnya jumlah yang harus 

dibayar, meskipun Penggugat mempunyai hak untuk 

menuntut sejumlah ganti rugi tertentu; 

5. Putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta 

keadilan dan tidak terikat dengan petitum primair, 

dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih 

mendekati rasa keadilan, dan asalkan dalam kerangka 

yang serasi dengan inti petitum primair, sebagaimana 

terdapat dalam putusan MARI No. 140.K/Sip/1971. 

Ultra petita oleh hakim merupakan implementasi nilai-

nilai keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Hakim 

menyadari bahwa objek sengketa merupakan harta bersama antara 

Penggugat dan H. Atmo XXX. Atas dasar harta bersama tersebut 

objek sengketa tidak boleh dihibahkan tanpa persetujuan kedua 

belah pihak. Namun dengan dengan alasan tidak adanya alat bukti 

surat, hakim menganggap penggugat tidak dapat membuktikan 

peristiwa hukum yang dilalilkan oleh penggugat. Sehingga 

putusan hanya didasarkan pada alat bukti, tidak sampai keabsahan 

pemberian hibah saat dalam perkawinan. Apabila dalam 

pemeriksaan hakim mempertimbangkan alat bukti pengakuan 

seperti yang telah dijelaskan diatas, maka hakim tidak perlu 

mengimplementasikan ultra petita dalam putusan. 

2. Analisis Hukum Islam  

Hibah merupakan salah satu instrumen yang dibenarkan 

oleh islam dalam hal perpindahan kepemilikan harta. Melalui 

hibah seseorang dapat mendistribusikan hartanya kepada orang 

lain untuk dimiliki dan dimanfaatkan tanpa mengharapkan 

imbalan sama sekali melainkan hanya semata – mata 

mengharapkan Ridha Ilahi.
73

 Secara bahasa hibah berasal dari 

bahasa arab yakni hubuh al-rih, yaitu “perlewatannya untuk 

                                                           
73 Hifni Wifaqi, Hak Waris Anak Angkat Dalam Penerimaan Hibah 

(Studi Putusan Nomor. 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr), (Skripsi: UJ, 2015), hlm 10. 
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melewatkannya dari tangan kepada yang lain. Secara terminologi 

hibah adalah pemilikan yang munjis (selesai) dan mutlak pada 

sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang 

lebih tinggi.
74

 

Secara hukum Islam Hibah yang sudah diberikan 

kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali. Tetapi terdapat 

pengecualian bahwa hibah yang sudah diberikan kepada orang 

lain masih dapat ditarik kembali dengan syarat-syarat tertentu. 

Salah satu hibah yang dapat ditarik kembali adalah hibah yang 

diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Namun hibah yang 

dapat ditarik kembali dari orang tua kepada anaknya bukan secara 

mutlak boleh ditarik kapanpun orang tua mau, melainkan juga 

harus sesuai dengan syarat-syarat penarikan hibah.  

Terkait hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah 

orang tua kepada anaknya seperti yang dijelaskan dalam 

Kompilasi Hukum Islam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh 

al-Ni‟man Ibn Basyir berkata: 

 نَتَّ  َ حَهُ  تَيَ  وِِ رُسُْ َ  اللهِ ص عم فَ حََ   نِِّيْ نلََْ تُ 

 ْ نيِ ىذََ  غَُ مًح كَحنَ ايِْ فَ حََ  رُسُْ ُ  اللهِ ص عم  كَُلتَّ 

وَاَِ كَ نلََْ لوَُ مِثْلَ ىذََ  فَ حََ  لاَ فَ حََ  رَسُْ ُ  اللهِ ص عم 

 )رو ه مس م)فحَرْخِعْوُ 

“Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah SAW 

dan menyatakan: “Aku telah memberi anakku ini 

seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah SAW 

bertanya: “Apakah kepada seluruh anak-anakmu kamu 

memberinya seperti ini?” Ia menjawab: “Tidak”. 

                                                           
74 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah.(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 

2007), hlm.209-210 
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Rasulullah bersabda lagi: “Tariklah kembali darinya.” 

(HR. Muslim).
75

 

Menurut pendapat dari Eman Suparman, hibah yang 

tidak dapat dicabut kembali yaitu:
76

 

1. Hibah yang dilakukan kepada seorang yang dilarang 

kawin karena hubungan darah 

2. Hibah yang diberikan oleh suami kepada isteri atau 

sebaliknya 

3. Salah satu dari pihak yang melakukan hibah meninggal 

dunia, baik itu yang memberi hibah atau yang menerima 

hibah 

4. Bila barang atau harta yang menjadi obyek hibah 

tersebut hilang atau hancur 

5. Bila oleh penerima hibah telah memindah tangankan 

obyek hibah tersebut, baik dengan cara dijual, diberikan 

kembali atau dengan cara lain 

6. Obyek hibah tersebut telah bertambah nilainya karena 

suatu sebab apa pun 

7. Pemberi hibah mendapat suatu penggantian dari hibah 

tersebut 

8. Hibah bermotif keagamaan atau kerohanian, sehingga 

hibah tersebut menjadi lebih bersifat shodaqah 

                                                           
75 Muslim, Shahih Muslim, Juz 2, (Jakarta: Dar Ihya‟ al-Kutub al-

Arabiyah, tt.), hlm 8. 
76 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, (Bandung: Refika 

Aditama, 1985), hlm 85. 
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 Harta bersama dalam hukum Islam pada dasarnya tidak 

disebutkan secara spesifik tentang istilah harta bersama dalam 

perkawinan, namun para pakar hukum Islam di Indonesia 

menganalogikan harta bersama dengan istilah syirkah. Istilah 

harta bersama berasal dari hukum adat pada masyarakat yang 

mengenal percampuran harta kekayaan dalam keluarga salah 

satunya adalah masyarakat Indonesia. Harta bersama adalah harta 

kekayaan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama 

meraka terikat dengan tali perkawinan. Maka dari itu istilah harta 

bersama dalam hukum Islam dikatakan sebagai perkongsian 

(syirkah). Para ahli Fiqih mendefinisikan sebagai akad yang 

antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan 

adalah persekutuan (syirkah).
77

  

Pada Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra seharusnya 

Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 oleh Hakim adalah 

dibatalkan jika memang sudah diketahui bahwa harta yang 

diberikan sebagai obyek hibah merupakan harta bersama dan 

dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari istri. Tetapi 

Hakim juga berhak untuk memutuskan hal lain jika memang 

dirasa dapat memunculkan kemaslahatan kepada para pihak. 

  

                                                           
77 Kholil Nawawi,Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan 

Perundang-undangan di Indonesia, Mizan: Journal of Islamic Law 1.1 (2018), 

hlm 6. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dengan pembahasan dan analisis yang telah 

dilakukan oleh penulis di atas, berikut merupakan kesimpulan 

yang telah didapatkan: 

1. Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 

1032/Pdt.g/2019/PA.Kra tentang Perkara keabsahan 

hibah atas harta bersama oleh suami kepada anak 

biologisnya dengan isteri ketiganya tanpa sepengetahuan 

dan tanpa persetujuan dari isteri pertama dan atau isteri 

keduanya (Penggugat) dengan obyek hibah berupa tanah 

yang terletak di Jumapolo, Kab. Karanganyar. 

Pertimbagan Hakim pada putusan tersebut menyatakan 

bahwa gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh 

Penggugat adalah ditolak dikarenakan diantara 9 macam 

alat bukti autentik yang diajukan oleh Penggugat tidak 

ada Akta Hibah No. 162 tanggal 20 April 2010 Aquo 

yang dimana Penggugat tidak mampu membuktikan 

gugatannya yang menyatakan bahwa hibah yang 

dilakukan oleh Tergugat adalah dibuat oleh dan 

dihadapan notaries / PPAT Eka Budiyanta, SH. Selain itu 

untuk menghadirkan kemaslahatan kepada para pihak 

Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa perjuangan 

dan pengabdian Penggugat haruslah diapresiasi yaitu 
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dengan memutuskan untuk Tergugat I dan Tergugat 

membayar sejumlah uang yang telah ditentukan kepada 

Penggugat. 

2. Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia telah 

mengatur mengenai pemindahan harta bersama tanpa 

persetujuan dari suami atau isteri adalah tidak 

diperbolehkan. Apabila terjadi pemindahan harta bersama 

tersebut maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan 

gugatan untuk membatalkan pemindahan harta bersama 

tersebut. Pada Putusan No. 1032/Pdt.g/2019/PA.Kra 

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah atas 

harta bersama tanpa seizin dari Penggugat. Tetapi 

dikarenakan Penggugat tidak mampu membuktikan 

gugatannya tersebut maka gugatan Penggugat patut untuk 

ditolak. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat 

diberikan: 

1. Bagi Penggugat yang dibebankan pembuktian atas 

gugatannya haruslah mempertimbangkan dangan teliti 

atas alat bukti yang diajukannya dalam peradilan. Karena 

alat bukti merupakan factor penting untuk Hakim dalam 

memberikan pertimbangan hukum dan dapat berpengaruh 

pada hasil putusan tersebut. 

2. Suami atau isteri ketika akan menjual atau memindahkan 

dengan cara hibah atas harta bersama harus dilakukan 
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dengan persetujuan dari kedua belah pihak, karena jika 

tanpa persetujuan tersebut menjual atau menhibahkan 

harta bersama tidak diperbolehkan dan bahkan dapat 

menyebabkan perselisihan. 
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